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Skripsi ini mengkaji tentang Sinergitas Pemerintah Dan Ammatoa Dalam 
Konflik Kawasan Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui supremasi hukum adat kajang dan 
keterlibatan pemerintah dalam menyelesaikan konflik dalam kawasan adat 
Ammatoa.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif, dengan 
menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer dengan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kedua secara sekunder yaitu 
kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahunan dan situs internet 
terkait dengan judul penulis. Dalam penyusunan Skripsi ini ada beberapa teori 
tentang teori konflik dan teori hukum Adat.  
Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal pokok:1). Hukum adat 
Kajang sangat berbeda dengan hukum negara/hukum postif karna hukum adat 
kajang tidak memerlukan alat bukti atau barang bukti untuk membuktikan 
sipelaku pencurian maupun pelanggaran adat lainnya, cukup pelaku kemudian 
mengakui perbuatannya, namun jika tidak mengakui perbuatannya maka akan di 
lakukan Tunu Passau dan Tunu Panrolik 2) Keterlibatan pemerintah dalam 
penyelesaian konflik adalah sebagai penengah dan perunding dalam berbagai 
permasalahan yang terjadi antara pihak luar atau masyarakat kawasan Kajang 
dalam dengan pihak pemerintah adat. 

















A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keragaman agama, adat-istiadat, 
suku, dan ras. Setiap adat yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing 
yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Adapun terjalinnya hubungan antara 
perempuan dari adat yang satu dengan laki-laki dari adat yang lain merupakan bagian 
dari persekutuan hukum adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat 
merupakan hukum asli Indonesia. Contoh dari masyarakat adat adalah Minangkabau  
di Sumatera, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi Tengah, suku Nuaulu 
di Maluku Tengah, dan berbagai masyarakat adat lainnya di nusantara.  
Setiap masyarakat tersebut memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi 
seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing.  Indonesia 
merupakan Negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, yang mengakui 
keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya 




Hukum adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih 
diakui keberadaanya. Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, Hukum Adat mempunyai 
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karakteristik yang berbeda dengan hukum Barat (Eropa) yang menganut system 
hukum kodifikasi. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan 
elastic. Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada garis kontinuitas 
kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan kemampuan 
hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntunan alam dan zaman, serta 
mampu menyesuaikan diri dengan kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang,. 
Pada sebagian masyarakat  hukum adat di beberapa daerah di Indonesia hingga kini 
masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permaslahan dan  
persengketaan yang terjadi diantara mereka.
2
 
Hukum peradilan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur 
tentang cara bagaimana kepala adat menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk 
menetapkan sanksi yang diatur menurut hukum adat, cara untuk menyelesaikan suatu 
masalah atau perkara itulah disebut sebagai peradilan adat Penjatuhan sanksi adat 
merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. 
sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat 
adanya pelanggaran adat. seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat selalu disertai  
dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus di pertanggunjawabkan oleh 
sipelaku maupun keluarganya.  
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Hukum pidana adat, sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak 
dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia yang sangat berbeda dengan alam fikiran yang menguasai sistem hukum 
barat. Walaupun  politik hukum nasional sedang mengarah kepada unifikasi hukum, 
namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat.
3
 Sistem hukum adat komunitas Ammatoa termasuk 
sistem hukum yang mengikuti “pasang” (pesan, amanat tidak tertulis) yang dipercayai 
sebagai norma/aturan yang datang dari Turie‟ Akra‟na (Tuhan yang Maha 
Berkehendak atau Maha Kuasa) yang disampaikan melalui ammatoa sebagai 
representasi dari Turie‟ A‟rakna.  
Akan tetapi kesakralan nilai-nilai lokal dalam masyarakat adat, misalkan 
masyarakat adat Ammatoa yang menjunjung tinggi Pasang ri Kajang seakan 
mengalami pertanda masa degradasi. Ini terlihat secara kasat mata terlebih kepada 
masyarakat diluar wilayah adat yang seakan tidak lagi menghargai dan menempatkan 
kepercayaan masyarakat adat Kajang sebagaimana mestinya. Perkembangan pesat 
teknologi dan modernisasi pun seakan terang-terangan menyerang„ eksistensi nilai 
dalam masyarakat adat Ammatoa. Kini kita dengan mudahnya melihat hal-hal yang 
bersifat teknologi modern, seperti kamera, handphone dan sebagainya bebas keluar 
masuk kawasan adat melalui kehadiran para wisatawan yang hendak mengetahui 
kehidupan masyarakat Ammatoa padahal jelas dalam nilai-nilai lokal masyarakat 
setempat yang diatur dalam kitab Pasang menolak masuknya teknologi diwilayah 
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mereka yang dianggap dapat mengubah pola fikir sederhana masyarakatnya.    
Keteguhan masyarakat adat menjaga lingkungan  hidup serta nilai-nilai adat yang 
mereka junjung tinggi mestinya didukung semua pihak dan terutama pemerintah yang 
harusnya lebih berpihak kepada masyarakat adat dan keutuhan hutan yang dijadikan 
sumber kehidupan bagi masyarakatnya. 
Adat Ammatoa yang terletak di kecamatan Kajang mempunyai aturan-aturan 
yang tidak tertulis yang dikhususkan mengatur masyarakat yang bernaung di kawasan 
adat Ammatoa dalam aturan tersebut dibagai dalam beberapa bidang-bidang salah 
satunya adalah aturan yang mengatur mengenai pencurian, merubah rumah. Pelaku 
pencurian dan berbau moderen di kawasan adat sangatlah dilarang karna termasuk 
suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi masyarakat Adat Kajang, pencuri di 
kawasan adat Ammatoa diadili berdasarkan aturan adat yang berlaku.  
Sebagian masyarakat mengartikan perbedaan-perbedaan itu sebagai masalah 
yang hanya dapat di selesaikan jika semua salin memiliki maksud dan tujuan yang 
sama.
4
Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, 
sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap 
ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja.  
Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena 
pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung.
5
 Oleh sebab itu, konflik dan 
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integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehiudupan sosial. Hal-
hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan 
perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun 
manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, 
kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. 
 Dari setiap konflik ada beberapa yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga 
yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. 
Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik, sehingga 
menimbulkan kekerasan, dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.Di 
zaman modern ini, orang dengan berbagai aktivitas dan kepentingan silih berganti, 
kadang dapat membuat seorang individu atau suatu kelompok mengalami disfungsi 
atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lain yang akan 
mengakibatkan konflikPara sosiolog memendang bahwa dengan adanya kisruh di 
harapkan pembaharuan terjadi terhadap masalah dari penyebab konflik tersebut. 
Harapan di balik kejadian tersebut adalah semakin membaiknya berbagai penyebab 
kisruh tersebut, konflik yang tadinya membawa penderitaan dan kekacauan tadi di 
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Sebagai mana yang di jelaskan dalam QS al-imran /3:105 berbunyi: 
 
قُىا َواْختَلَفُىا ِمْن ثَْعِد َمب  َجبَءهُُم اْلجَيِّنَبُت َوأُولَئَِك لَهُْم َعَراٌة َعِظيمَوال تَُكىنُىا َكبلَِّريَن تَفَسَّ  
Terjamahnya : 
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah 
orang-orang yang mendapat siksa yang berat. 
Dalam ayat ini menjelaskan Allah melarang umat islam dari perpecahan, 
karena dengan perpecahan itu bagaimanapun kukuh dan kuat kedudukan suatu umat, 
pasti akan membawa kepada keruntuhan dan kehancuran. Karena itu Allah 
memperingatkan agar umat islam tidak terjerumus kejurang perpecahan.
7
Dalam hal 
ini yang sesuai  jika orang-orang yang berselisih, berijtihad, yakni berusaha dengan 
sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, dengan disertai keikhlasan, maka mereka 
semua terpuji dan mendapatkan pahala, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Saw 
yang berbunyi : 
 إَِذا َحَكَم اْلَحبِكُم فَبْجتَهََد ثُمَّ أََصبَة فَلَهُ أَْجَساِن ، َوإَِذا َحَكَم فَبْجتَهََد ثُمَّ أَْخطَأَ فَلَهُ أَْجسٌ 
Artinya : 
Jika seorang hakim menghukumi, dia telah berijtihad, lalu ketetapannya 
sesuai dengan kebenaran, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia 
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menghukumi, dia telah berijtihad, lalu dia melekukan kesalahan, maka dia 
mendapatkan satu pahala.  
 Hadits ini menjelaskan bahwa pentingnya ijtihad, karena ijtihad tidak akan 
pernah terhenti karena ia merupakan kebutuhan umat islam sepanjang 
masa.
8
persatuan antar masyarakat, persatuan dalam artian adanya rasa kebersamaan 
yang sangat tinggi, tidak berpecah belah dan harus tetap utuh, bisa saling menghargai 
perbedaan antar suku, budaya, bahasa dan agamaserta juga menuntut adanya 
keharmonisan di dalam Negara, baik antara  masyarakat dengan sesamanya juga 
masyarakat dan pemimpinnya. Berdasarkan konflik yang di maksud dalam fenomena 
ini adalah yang bermakna sosial, dan bukan yang bersifat individual, maksudnya 
pertentangan antara kelompok sosial yang masing-masing memantapkan identitas 
kelompoknya untuk menghadapi kelompok lainnya. 
 Dalam ayat lain setelah memperingatkan umat islam akan berkonflik antara 
mereka, disebutkan juga bahwa konflik di antara mereka menjadi sumber kelemahan 
dan akan menghilangkan kewibawaan dan keberanian mereka. 
QS. Al-Anfal/3:46 yang berbunyi: 
 
َ َوَزُسىلَهُ َواَل تَنَبَشُعىا  َ َمَع َوأَِطيُعىا َّللاَّ فَتَْفَشلُىا َوتَْرهََت ِزيُحُكْم ۖ َواْصجُِسوا ۚ إِنَّ َّللاَّ
بثِِسينَ   الصَّ
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Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu 
dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya tetap 
menaati Allah dan Rasul-Nya terutama dalam peperangan, ketaatan kepada Rasul itu 
dengan pengertian bahwa beliau itu harus dipandang sebagai komandan tertinggi 
dalam peperangan yang akan melaksanakan perintah Allah dengan ucapan dan 
perbuatan, ketaatan kepada Rasul itu mempunyai pengertian berdisiplin kepada 
perintahnya dan siasatnya menjadi syarat mutlak untuk mencapai kemenangan. Allah 
memerintahkan pula supaya jangan ada perselisihan di antara sesama tentara karena 
perselisihan itu membawa kelemahan dan akan menjurus kepada kehancuran 
sehingga di kalahkan oleh musuh, berbantah itu menyebabkan kaum muslimin 
menjadi gentar dan hilang kekuatannya, kaum muslimin diperintahkan supaya 
berlaku sabar karena tuhan selalu bersama orang-orang yang sabar.
9
 
Masyarakat terkadang mengartikan bahwa perbedaan adalah sumber dari 
segala konflik. seperti halnya konflik yang terjadi di Desa Bonto baji Kec. Kajang 
Kab. Bulukumba, karena masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang 
berbeda dalam menyikapi suatu masalah. 
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 Bagi masyarakat Kajang secara umum, sangat mengharapkan kedamaian dan 
keamanan dalam kehidupan sosial, karena rasa aman merupakan kebutuhan dasar 
setiap manusia.Tidak ada satu pun manusia yang menginginkan celaka dan terganggu 
hidupnya oleh perbuatan orang lain. Bila dicermati kebutuhan akan rasa aman, hidup 
tidak akan selaras dan aman jika manusia berada dalam bahaya. Sebaliknya hidup 
akan tenteram jika bahaya-bahaya yang menghadangnya dapat diatasi. Ketidak 
amanan akan mempengaruhi  kehidupan, bukan hanya diri sendiri namun juga 
masyarakat secara umum. 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merasa 
tertarik untuk mengankat  masalah tersebut sebagai penyusunan karya ilmiah dalam 
bentuk skripsi yang berjudul “Sinergitas Pemerintah dan Ammatoa Dalam 
Konflik Kawasan Adat Ammatoa” 
B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari permasalahan di atas, maka  masalah pokok dalam penelitian 
ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk supremasi adat dalam kawasan maupun adat oleh 
Ammatoa ? 
2. Bagaimanabentuk keterlibatan pemerintah dalam penyelesaian konflik 
yang terjadi di dalam kawasan adat Ammatoa ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 





1. Untuk mengetahuisupremasi hukum adat dan konflik kawasan adat dalam 
komunitas adat Ammatoa. 
2. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan pemerintah dalam penyelesaian konflik 
yang terjadi di dalam kawasan adat Ammatoa. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Disamping tujuan yang hendak dicapai maka suatu penelitian harus 
mempunyai kegunaan.  Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan praktis, bagi penulis penelitian ini berguna untuk mengembangkan 
kemampuan penulis dalam membuat karya ilmiah dalam menganalisis konflik 
yang terjadi dalam kawasan adat Ammatoa. 
2. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada  program Strata 
Satu (SI) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik di UIN 
Alauddin Makassar.  
 
E. Tinjauan Karya Terdahulu 
Pada dasarnya urgensi tinjauan pustaka adalah sebagai auto kritik terhadap 
penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan, sekaligus sebagai bahan komparatif 
terhadap kajian penelitian terdahulu. Untuk menghindari pengulangan hasil temuan 
yang membahas permasalahan yang sama baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku 
maupun tulisasn-tulisan. Sebagai bahan komparatif di atas , penelitian kali ini akan 





pembahasan penelitian ini untuk di jadikan bahan perbandingan selanjutnya. Adapun 
penelitian yang di maksud di antaranya adalah sebagai berikut ini: 
 Skripsi Aswandi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan 
Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 dengan judul: Pola 
Hubungan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Ammatoa Kajang 
(studi Kepemimpinan Perempuan di Dusun Benteng). Penelitian ini mengkaji tentang 
pola hubungan kekuasaan pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Ammatoa 
Kajang khususnya terkait dengan kepemimpinan perempuan. Penelitian ini dilakukan 
di Desa Tana Towa yang merupakan salah satu Desa yang memiliki kekuasaan adat 
di dalamnya yang berada di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tujuan 
penelitian ini pada dasarnya terfokus pada bagaimana negosiasi pemerintah Desa 
dengan Ammatoa Kajang terhadap pengangkatan Dusun Perempuan pertama di 
Dusun Benteng, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengangkatan Dusun 
perempuan pertama di Dusun Benteng.
10
 
Skripsi Sudirman Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 dengan 
judul : Proses Interaksi Sosial Komunitas Adat Kajang Di Desa tana toa Kecamatan 
Kajang Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menggambarkan tentang pola 
interaksi komunitas kajang di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 
Bulukumba menganut dan bersandar pada pasang ri Kajang. Hal ini dapat dilihat 
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ketika merekeka berinteraksi, baik itu antar individu dengan individu (antar 
masyarakat), individu dengan kelompok (antar masyarakat dengan Ammatoa) dan 
kelompok dengan kelompok (antar pemangku adat dengan Ammatoa). 
 Gambaran kehidupan keseharian komunitas Kajang merupakan segala bentuk 
aktifitas atau kegiatan yang di lakukan oleh komunitas Kajang di Desa Tana Toa 
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Setiap hari masyarakat adat Kajang 
menggunakan bahasa konjo sebagai bahasa sehari-hari yang berkembang dalam suatu 
komunitas masyarakat. Gambaran kehidupan keseharian masyarakat adat kajang 




Skripsi Satriani Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas 
Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 dengan 
judul: Studi Kawasan Adat Ammatoa Kajang Sebagai Kawasan Strategis 
Permukiman Adat Provinsi Sulawesi Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi konsep pemukiman adat Ammatoa Kajang dengan Analisis 
deksriptif dan pendekatan spesial, menentukan strategi pengembangan pemukiman 
adat Ammatoa sebagai kawasan strategis. Hasil analisis di peroleh konsep 
pemukiman adat Ammatoa prakteknya di pengaruhi oleh pasang ri kajang sehingga 
mempengaruhi aspek-aspek permukiman dalam kawasan adat tersebut seperti sarana 
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dan prasarana, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan pemukiman 
adat Ammatoa Kajang telah memenuhi krateria yang di tetapkan dalam Permen PU 
No 15 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan 
Strategi Nasional. Adapun Strategi dalam upaya pengembangan permukiman Adat 




 Skripsi Ardiyanto Jurusan Aqidah Filsafat/Ilmu Aqidah Fakultas Ushuluddin, 
Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 dengan judul: 
Tradisi Akkaattere di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi akkattere adalah pesta adat dalam 
bentuk ritual pemotongan rambut yang di laksanakan oleh masyarakat tanah towa 
yang mampu, keturunan adat dan masih taat pasang. Akkattere di anggap sama 
dengan ibadah haji karena sama-sama di lakukan oleh orang mampu dan sama-sama 
mengharapkan pahala dari tu rie’ A’rana (Tuhan) pada hari kemudian (akhirat). 
Proses pelaksanaan di mulai dengan apparurungi dan di akhiri dengan pembagian 
dallekang. Bagi masyarakat Tanah Towa, akkattere di yakini sebagai pokok ibadah 
haji sedangkan yang dilakukan di mekkah hanyalah ujungnya. Apabila di lakukan 
akkattere kemudian melakukan ibadah haji maka akan mendapatkan musibah. 
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Keyakinan-keyakinan seperti itu mengarah kepada kemmusyrikan sehingga perlu di 
luruskan dengan cara memberikan pemahaman aqidah islam kepada mereka.
13
 
 Skripsi Eva Rahmayan Jurusan Depertemen IImu Komunikasi Fakultas Iimu 
Sosial dan Iimu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2017 dengan judul: Pola 
Perilaku Komunikasi Masyarakat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pola perilaku komunikasi masyarakat di Kawasan 
Adat Ammatoa di pengaruhi oleh adat istiadat mereka yang masih dipertahankan 
hingga saat ini. Pola perilaku komunikasi mereka terjadi secara verbal maupun 
nonverbal dengan sesama masyarakat serta dengan Tuhan dan alam. Komunikasi 
verbal maupun nonverbal yang terjadi dalam masyarakat mencerminkan bagaiman 
mereka masih sangat menjaga kelestarian adat mereka dengan bahasa, cara 
berkomunikasi dan simbol-simbol yang mereka gunakan serta hubungan komunikasi 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dapat membedakan dengan 
penelitian ini yakni, penelitian ini lebih menfokuskan kepeda sinergitas pemerintah 
dan Ammatoa dalam konflik kawasan Adat Ammatoa. Perbedaan selanjutnya yang 
paling mendasar adalah objek penelitian, dan waktu penelitian. Tujuan penelitian ini 
agar kiranya mampu mengetahui  penegakan hukum dalam kawasan adat Ammatoa 





















TINJAUAN  TEORETIS 
 
A. Tinjauan Umum Teori Konflik 
1. Pengertian Konflik 
Istilah konflik berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan 
“fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.
15
 Konflik adalah percekcokan; 
perselisihan; pertentangan,
16
 Pada umumnya istilah konflik mengandung suatu 
rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antara pribadi melalui konflik kelas 
sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Lewis A. Coser 
mendefinisikan konfilk sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan 
terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan 
dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir sainganya.
17
Konflik artinya 
percekcokan, perselisihan, pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan 
antar anggota atau masyarakat yang menyeluruhdikehidupan.
18
melibatkan orang-
orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan.
19
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Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-
hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka 
konflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan 
pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan 
antara satu kelompok dengan kelompok lain daloam proses perebutan sumber-sumber 
kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.
20
 
Beberapa definisi di atas menggambarka bahwa konflik merupakan 
percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau 
masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara 
saling menantang dengan ancaman kekerasan. Sedangkan, konflik adalah salah satu 
bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain dalam masyarakat yang 
ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan hingga saling 
menghancurkan. Konflik sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua 
pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relativ sama terhadap hal yang 
sifatnya terbatas. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak 
hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga 
bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang 
dipandang sebagai lawan atau saingannya yang berujung berntrok fisik 
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2. Macam-Macam Konflik 
Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan 
ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :  
a. Berdasarkan sifatnya  
Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan 
konflik konstruktif.  
1. Konflik Destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya 
perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun 
kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-
bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda 
seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.  
2. Konflik Konstruktif  merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik 
ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok 
dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan 
suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu 
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b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik 
1. Konflik Vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam 
satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi 
antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.  
2. Konflik Horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau 
kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik 
yang terjadi antar organisasi massa, konflik antar desa.  
3. Konflik Diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya 
ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga 




Sementara itu, Ralf  Dahrendorf  mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan 
atas empat macam, yaitu sebagai berikut: 
1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut 
dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana 
individu menghadapi harapanharapan yang berlawanan dari bermacam-
macam peranan yang dimilikinya. 
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.  
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak 
terorganisir.  
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B. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik 
Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya 
hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-
sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat 
terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.
24
 
Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut 
dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan 
pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang 
perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah 
mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan 
bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan 
menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya 
disebut sebagai status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi 
dua, yaitu:  
1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang 
mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk 
sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, 
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pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, 
sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan 
konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai 
karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin 
mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat 
yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi 
pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang 
saudara.  
2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang 
terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. 
Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena ada 
sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang 
mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar 
tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak 
memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini 
merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.
25
 
Namun beberapa Sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan 
terjadinya konflik-konflik, diantaranya: 
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1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan 
konflik antar individu.
26
 Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah 
bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha 
membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan 
sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk 
pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak 
disetujui. 
Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter 
yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang 
mempengaruhi timbulnya konflik sosial.  
2. Perbedaan kebudayaan.27 Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan 
menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. 
Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola 
kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak 
kelompok yang luas. 
Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap 
etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa 
kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok 
yang ada di dalam kehidupan sosial sama-samamemiliki sikap demikian, 
                                                             
26
 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, h. 68. 
 
27





maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut 
kebudayaan.  
3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing 
yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik 
untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.
28
 
Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas 
sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-
perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga 
terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang 
cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang 
berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan 
menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat. 
C. Dampak Konflik terhadap Masyarakat  
Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu 
proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung 
dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-
akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi 
misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara 
benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung 
dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang 
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menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya 
konflik terhadap masyarakat yaitu:  
a. Dampak Positif dari Konflik  
1. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok.29 
Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas 
antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat 
sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal 
sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya 
konflik dengan pihak-pihak luar.  
2. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga 
masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan 
peranan tertentu di dalam masyarakat. 
b. Dampak Negatif dari Konflik  
1. Hancurnya kesatuan kelompok.30 Jika konflik yang tidak berhasil 
diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang 
tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.  
2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu 
kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok 
orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi 
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3. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan 
norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat 
korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada 
hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota 
masyarakat akibat dari konflik.32 
D. Alternatif Penyelesaian Konflik  
Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat 
menggabungkan (associative processes) dan proses sosial yang menceraikan 
(dissociative processes). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada 
terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. 
Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-
nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, 
pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan 
proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan 
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Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, 
mediasi, arbitrasi, koersi (paksaan), détente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang 
mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, 
kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.
34
 
Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:  
1. Konsiliasi (conciliation)  
Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang 
memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan 
diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka 
pertentangkan.  
2. Mediasi (mediation)  
Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa 
bersama-sama sepakat untk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana 
mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. 
3. Arbitrasi  
Berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang 
hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan 
mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang 
bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak 
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tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih 
tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. 
4. Perwasitan  
Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk 




E. Politik Konflik 
  Menurut Surbakti konflik politik adalah perbedaan pendapat, persaingan, dan 
pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya 
mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang di buat 
dan di laksanakan pemerintah (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif). 
Sebaliknya secara sempit konflik politik adalah kegiatan kolektif warga masyarakat 
yang di arahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga 
perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur 
hubungan-hubungan diantara partisipasi politik. 
a. Sumber dan Penyebab Konflik Politik 
Konflik yang terjadi dalam sebuah proses politik memiliki penyebab dan 
sumber yang berbeda. Menurut surbakti konflik politik terjadi karena pihak 
yang berkonflik meminta pemerintah untuk membuat keputusan yang adil. 
Atau terjadi campur tangan pemerintah dalam konflik tersebut, karena kalau 
tidak cepat di tangani, dapat menganggu kepentingan umum. Secara umum 
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sejumlah konflik dapat di katakan konflik politik, karena langsung melibatkan 
lembaga-lembaga politik dan pemerintah. 
b. Tipe-tipe konflik politik 
Senada dengan itu menurut Conn dalam Surbakti konflik politik di bedakan 
menjadi dua tipe, yakni konflik positif dan konflik negatif. 
1. Konflik positif,adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi 
sistem politik. Biasanya di salurkan melalui mekanisme penyelesaian 
konflik yang di sepakati bersama dalam konstitusi, melalui lembaga-
lembaga demokrasi, seperti parpol, badan perwakilan rakyat, 
pengadilan, pemerintah, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. 
2. Konflik negatih, adalah konflik yang dapat mengancam eksistensi 
sistem politik, yang biasanya di salurkan melalui cara-cara 
nonkonstitusional, seperti kudeta, supartisme, teroris, dan revolusi.
36
 
F. Konflik Kekuasaan 
  Dahrendrop membagi tiga kelompok kepentingan dalam kepentingan yaitu: 
kekuasaan, kepentingan, dan kelompok konflik. Lebih lanjut di jelaskan pula oleh 
craib bahwa otoritas atau sistem kekuasaan terjadi keruwetan, di mana kekuasaan 
cendrung menaruh kepercayaan pada kekuatan sedangkan otoritas merupakan 
kekuasaan yang di legitimasikan dan mendapat pengakuan umum.
37
Menurut 
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jenisnya Nugoroho membagi kedalam dua kategori, berupa konflik vertikal yang 
merupakan konflik antar rakyat dan pemimpinnya, dan kelompok-kelompok 
sosial. Konflik seperti ini menghantui hampir setiap negara berkembang dalam 
kondisi yang sengaja di ciptakan atau di biarkan.
38
 
  Menurut Dahrendroff dalam After di dalam struktur fungsional terdapat 
asumsi bahwa setiap masyarakat relatif kukuh, masyarakat merupakan struktur 
unsur yang yang sangat terintegrasi, setiap masyarakat mempunyai fungsi untuk 
memberi dukungan kepada pemeliharaannya sebagai suatu sistem dan dalam 
struktur sosial yang berfungsi di dasarkan pada konsensus para anggotanya. Di 
dalam teori konflik sebaliknya tergantung pada asumsi yang berbeda: 
1. Setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada berbagai proses 
perubahan, perubahan sosial bisa terjadi di semua hal. 
2. Setiap masyarakat dalam setiap hal memunculkan perselisihan dan konflik: 
konflik sosial bisa terjadi di semua hal. 
3. Setiap masyarakat selalu di warnai oleh paksaan dari beberapa anggotanya 
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G. Teori Elit 
Pengertian elit memiliki cakupan yang cukup luas dan dapat dilihat dari 
berbagai perspektif.Istilah elit juga dikupas dalam sosiologi, dimana elit 
menunjukkan suatu kelompok yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam 
pemerintahan, politik, ekonomi, dan agama.Orang Indonesia sejak tahun 1900 
mengakui adanya dua tingkatan di dalam masyarakat yaitu rakyat jelata dan 
priyayi.Administrasi, pegawai pemerintah, dan orang-orang Indonesia yang 
berpendidikan di anggap sebagai elit atau priyayi.Jadi yang disebut elit adalah orang 
yang mempunyai stratifikasi di atas rakyat jelata dan mempunyai kedudukan 
memimpin, memberi pengaruh, menuntun, dan mengatur masyarakat. 
Ketika dilekatkan pada otoritas dan kekuasaan, maka elit mempunyai dua tipe, 
yaitu elit yang memerintah secara formal dan elit yang tidak memerintah secara 
formal.Selain itu, kata elit juga diartikan sebagai orang-orang yang menuntun dalam 
pemerintahan.Pada abad ke 17 elit menunjukkan pada kelompok-kelompok social 
yang unggul, misalnya unit-unit militer atau tingkatan bangsawan. Jika dalam karya-
karya klasik golongan elit dipusatkan pada suatu kelompok yang mempunyai 
pengaruh besar atau kekuasaan politik besar, maka dalam masyarakat Cina istlah  
shen-shih atau elit menggambarkan sekelompok manusia yang memiliki posisi dan 
fungsi tertentu di dalam masyarakat tradisional Cina.
40
 
Vilfredo Pareto (1848-1923) menggunakan kata eli untuk menjelaskan adanya 
ketidaksetraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan social. Pareto 
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percaya bahwa dalam setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil yang 
mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada kekuasaan social 
dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau  pusat kekuasaan adalah selalu 
merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit.Elit merupakan orang-
orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.Lebih jauh, 
Pareto membagi kelas elit kedalam kedua kelas yaitu pertama, elit yang memerintah 
(non-governing elit).Jadi menurutnya, dalam masyarakat memiliki dua lapisan, 
lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi yang dibagi menjadi dua, elit memerintah 
dan elit yang tidak memerintah. 
Tidak jauh berbeda dengan Paretto, Gaetano Mosca (1858-1941) memberikan 
gagasan tentang elit, bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu muncul dua kelas 
yaitu, kelas yang berkuasa dan kelas yang di kuasai.Kelas yang menguasai jumlahnya 
lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan 
menikmati keistimewaan. Sedangkan kelas yang dikuasai jumlahnya lebih banyak, 
diperintah dan dikendalikan oleh kelas yang memerintah dengan cara yang pada masa 
sekarang ini kurang lebih legal dictatorial dan kejam. Mosca percaya, bahwa yang 
membedakan karakteristik elit adalah kecapan untuk memimpin dan menjalankan 
control politik, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan kepercayaan dan 
orang-orang diluar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka 
terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa dan dijatuhkan dan 





Skema konseptual yang telah diwariskan oleh Paretto dan Mosca mencakup 
gagasan-gagasan umum bahwa dalam setiap masyarakat ada dan harus ada suatu 
minoritas yang menguasai anggota masyarakat lain. Minoritas itu adalah kelas politik 
atau elit yang memerintah yang terdiri dari mereka yang menduduki jabatan-jabatan 
komando politik dan secara lebih tersamar, mereka yang dapat langsung 
mempengaruhi keputusan-keputusan politik.Dalam perspektif Preto maupun Mosca, 
elit merujuk pada suatu kelompok yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi 
sosial yang penting, dan mewakili sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat, di 
setiap lingkungan masyarakat terdapat peran dan pengaruh.Peran dan pengaruh 
tersebut harus digunakan secara optimal oleh orang-orang yang memiliki keunggulan 
hanya berjumlah sedikit dari anggota masyarakat yang lainnya.Orang yang berjumlah 
sedikit itulah yang disebut dengan elit.
41
 
H. Teori Kekuasaan 
Kekuasaan adalah suatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada Negara 
yang memungkinkan negra dapat mewajibkan semua orang untuk 
mematuhinya.Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah suatu yang hanya 
dikuasai oleh Negara, suatu yang dapat diukur.Kekuasaan ada di mana-mana, karena 
kekuasaan adalah suatu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada 
kekuasaan. Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai 
kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran 
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manusia.Kekuasaan adalah sebuah strategi.Strategi ini berlangsung di mana-mana 
dan disana terdapat system, aturan, susunan dan regulasi.Kekuasaan ini tidak datang 
dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan 
dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.
42
 
Foucault melihat relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat, di mana dia 
melihat pengetahuan adalah kekuasaan.Di mana dalam konsep diskursus (yaitu 
berbicara mengenai aturan-aturan dan praktek-praktek yang menghasilkan 
pernyataan-pernyataan yang berarti pada satu rentang histori tertentu) sebagai 
gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan pernyataan dan 
diskursus tidak terlepas dari relasi kekuasaan, dan berkait dengan pengetahuan.Oleh 
sebab itu tersebar dan datang dari mana-mana.
43
Kekuasaan dijalanakan bukan hanya 
melalui pengutamaannya, melainkan juga kondisi-kondisi yang memungkinkannya. 
Di mana, Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha hadir dalam 




 Pada umumnya, sumber kekuasaan itu berasal dari dewa, yang dianggap 
sebagai ilahi yang memberikan kekuasaan, seperti halnya di dalam Adat Ammatoa 
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Kajang yang dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan adalah orang yang 
mendapat petunjuk dan Ilham dari Allah. Selain itu, sumber kekuasaan yang lainnya 
itu berasal kekayaan di mana sejak dahulu hingga sekarang kebanyakan orang yang 
memiliki kekayaan mampu mengatur orang lain. Dan juga lewat kedudukan pangkat 
dan jabatan diatas segala-galanya. 
 Namun bagi Plato sendiri, kekuasaan bukanlah dilihat dari pangkat, 
kedudukan, jabatan, kekayaan dan dari dewa yang dianggap ilahi. Melainkan Plato 
menobatkan ilmu pengetahuan menjadi yang mulia yang harus duduk diatas tahta 
pemerintahan negara ideal karena hanya pengetahuanlah yang dapat membimbing 
dan menuntun manusia datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang 
ada dalam keberadaanya yang sempurna di dunia ide. Hanya pengetahuanlah yang 
sanggup mengembaliakan manusia ke ide untuk mengenal kembali dengan sebaik 
mungkin apa yang dahulu pernah diketahuinya dengan sempurna. Jika pengetahuan 
menduduki tempat yang terutama dan memegang peranan yang terpenting maka pada 
tempatnyalah apabila dikatakan bahwa pengetahuan itulah yang menjadi sumber 
kekuasaan.Itulah sebabnya dikatakan bahwasannya pengetahuan adalah kekuasaan.
45
 
I. Hukum Adat 
Hukum adat adalah hukum asli yang hidup di dalam masyarakat dan dijadikan 
sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya berpedoman 
pada rasa keadilan dan kepatutan dari tempat di mana hukum itu lahir, tumbuh dan 
                                                             
45






surut, yang timbul secara langsung dari landasan pokoknya, ialah kesadaran hukum 
masyarakat, menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta proses 
pembentukan norma-normanya tidak bergantung kepada penguasa rakyat. Hukum 
adat tersebut senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang riil, dari sikap dan 
pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakatnya.  
 Conelis van Volenhoven Beliau member pengertian Hukum Adat adalah 
keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh 
karena itu disebut hukum) dan di sisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh 
karena itu disebut Adat). Positif yaitu hic et nunc artinya hukum yang dinyatakan 
berlaku disini dan saat ini atau dengan kata lain “hukum yang sedang berlaku di suatu 
Negara  tertentu pada saat tertentu.” Sanksi adalah reaksi/konsekuensi dari pihak lain 
atas pelanggaran suatu norma. Dan, kodifikasi adalah pembukuan sistimatis suatu 
daerah/lapangan/bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat, lengkap dan 
tuntas. Bulat dan utuh artinya semua bagian diatur; lengkap artinya segala unsurunsur 
juga diatur; tuntas artinya semua soal, hal atau kondisi yang mungkin timbul. 




 Keberadaan hukum adat sangatlah kokoh dan kuat di Indonesia, karena 
hukum adat berurat-berakar . C. van Vollenhoven menggambarkan demikian terhadap 
keberadaan hukum adat, yakni: “Apabila penguasa Negara memutuskan akan 
mempertahankan Hukum Adat, padahal hukum itu sudah surut, maka penetapan itu 
                                                             
46





akan tiada guna. Sebaliknya, seandainya telah ditetapkan dari atas bahwa Hukum 
Adat harus diganti, sedangkan rakyat masih menaatinya, maka Hakim Negara 
sekalipun akan tidak berdaya menghadapinya”.   
Hukum Adat yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia hingga kini masih 
diakui keberadaannya. Sebagai hukum asli bangsa Indonesia, Hukum Adat 
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Hukum Barat (Eropa) yang menganut 
sistem hukum kodifikasi. Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis 
dan plastis, elastic dan luwes. Sifat pertama menunjuk kepada keterikatannya pada 
garis kontinuitas kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan 
kemampuan hukum adat untuk berkembang seiring sejalan dengan tuntunan alam dan 
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A. Jenis Penelitian. 
Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni penelitian yang berusaha 
mengungkapkan gejala secarah menyeluruh dan sesuai dengan  konteks pengumpulan 
data dengan memanfaatkan diri penulis di lapangan sebagai Instrumen kunci.
48
 
Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data 
yang mengandung makna.
49
 Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan adanya 
angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, melainkan data diperoleh 
dari penelitian deskripsif. Deskriptif nantinya digunakan untuk mengungkap sebuah 
fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika disiplin  
keilmuan penulis  yakni ilmu politik. 
B. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini adalah Kabupaten bulukumba, lokasi ini dipilih 
penulis karena memungkinkan bagi peneliti memperoleh data dengan mudah.  
C. Sumber Data 
Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada 
kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa 
seobjektif mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan 
                                                             
 






sehingga data yang di butuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengn fakta 
yang kongkrit. 
Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka sumber data yang diperoleh yaitu 
dari data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data utama yang peneliti peroleh secara langsung di 
lapangan, yakni pengambilan data secara langsung dengan pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang di teliti
50
, terdiri dari; pemerintah Desa Bonto Baji, 
tokoh masyarakat, masyarakat kajang dalam dan luar, kelompokyang melakukan 
passala, dan pemuda pemudi. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh secara tidak 
langsung atau penunjang apabila dibutuhkan.
51
 Data ini berfungsi untuk 
menghindari data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian dan 
mengunakan hasil temuan di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui berbagai 
referensi dan literatur, baik berupa laporan penelitian, artikel, maupun dokumen-
dokumen, baik bersumber dari buku-buku, artikel lain yang memiliki relevansi 
dengan substansi penelitian. 
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 Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang tidak valid yang 
didapatkan dari hasil penelitian. Dan menguatkan temuan di lapangan, tepatnya 
di desa bonto baji. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode guna 
memperoleh data yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
a. Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan langsung antara periset dan responden yang 




Pengertian lain wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan 
antara dua orang atau lebih secara langsung.
54
 Dalam proses interviev ada dua 
pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu sebagai pihak berfungsi 
sebagai pencari informasi atau interview sedangkan pihak lain berfungsi sebagai 
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Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan 
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena 
yang ada pada obyek penelitian
56
. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah observasi partisipan atau pengamat berperan serta atau terlibat 
langsung
57
.Dalam hal ini Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan 
atau tempat penelitian yakni terhadap masyarakat kajang. 
E. Metode Analisis Data 
Setelah memperoleh berbagai data dalam penelitian,maka selanjutnya dilakukan 
analisis data temuan dilapangan. Analisi data merupakan penyederhanaan data 
sehingga mudah untuk ditafsirkan.
58
Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bersifat dekriptif. Analisis deskriptif itu sendiri diartikan sebagai 
analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk 
pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif. 
Proses analisis data dilakukan secara sistematik dan serempak. Mulai dari 
proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendskripsikan dan penyajian 
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a. Reduksi Data  
  Reduksi adalah memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan 
membuat catatan dengan mengubah data yang mentah yang dikumpulkan dalam 
penelitian kedalam yang disortir atau diperiksa. Reduksi data merupakan suatu 
bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang  
yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa 
sehingga kumpulan-kumpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
60
 Dengan 
kata lain, Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.
61
 Pada tahap ini, 
setelah mendapatkan data dari hasil wawancara yang berupa rekaman MP3, field 
note, dan pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data kedalam 
sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi 
reduksi data karena keterbatasan ingatan. Tahap ini merupakan tahap analisis 
data yang mempelajari  atau memutuskan, membuat dan sekaligus dapat 
dibuktikan.  
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b. Penyajian Data 
  Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu 
sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan 
tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang 
terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan 
pemahaman. Adapun bentuk penyajiannya adalah dalam bentuk naratif 
(pengungkapan secara tertulis).
62
Penyajian data dilakukan dengan cara 
mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, dan utuh yang digunakan 
sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya yaitu penarikan 
kesimpulan/verifikasi. 
c. Penarikan Kesimpulan  
 Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi 
langkah yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara 
mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metedologis, 
konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui 
hukum-hukum empiris. Penarikan kesimpulan ini sudah harus dilakukan jika data 
yang dikumpulkan mengalami kejenuhan, karena informan telah menunjukkan 
pada penanggulangan-penanggulangan yang sama dengan data dan informasi 
sebelumnya. 
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Triangulasi adalah proses pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai 
cara serta bergai waktu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
terhadap data itu. Triangulasi menentukan validitas atau derajat keakuratan 
data.Tringulasi dengan sumber data di lakukan dengan cara pengecekan data (cek 
ulang dan cek silang),
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 yang diperoleh melalui beberapa sumber
64
 mengecek adalah 
melakukan wawancara ulang kepada kedua atau lebih sumber informasi dengan 
pertanyaan, sedangakan cek ulang berarti melakukan proses wawancara berulang-
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Uraian dalam bab ini memuat hasil analisis terhadap data yang telah 
dikumpulkan yang merupakan jawaban terperinci atas persoalan yang berhubungan 
dengan pokok pembahasan dan sub masalahnya. Bab ini di susun secara sistematis 
dan logis yang di awali dengan pembahasan yang bersifat umum yang relevan dengan 
penelitian yang disusul dengan pembahasan atas masalah yang telah diuraikan 
terlebih dahulu di awal terhadap objek penelitian dan bab ini berisi analisis dari 
masalah yang membahas tentang: Pertama, Bagaimana bentuk supremasi hukum adat 
dalam kawasan maupun adat oleh Ammatoa. Kedua, Bagaimana bentuk keterlibatan 
pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam komunitas adat Ammatoa. Berikut ini 
hasil analisis yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian di Desa Bonto Baji 
dan di Desa tanah towa terkait supremasi adat dan konflik. 
A. Profil Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis Desa Tanah Towa 
Kawasan adat Ammatoa bertempat di Desa Tanah Towa terletak di sebelah 
utara dalam wilayah Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi 
Selatan. Desa Tanah Towa ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat 
yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat Kajang yang meliputi dua 
pembagian wilayah adat yaitu Ilalang Embaya dan Ipantarang Embaya. Istilah 





diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, Ilalang Embaya 
dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan Ammatoa. Sebaliknya 
Ipantarang Embaya bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan Ammatoa. 
Dalam kawasan adat kajang terdapat tiga jenis borong (hutan) yaitu : Pertama, hutan 
keramat (borong karama). 
 Hutan keramat ini merupakan milik adat yang sama sekali tidak 
diperkenangkan untuk masuk didalamnya. Menurut pasang (tabu/kasipalli) untuk 
menebang dan mengambil kayu ataupun apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. 
Borong karama’ itu hanya boleh dimasuki oleh Ammatoa dan anggota adat apabila 
ada upacara adat, misalnya upacara pelantikan atau pengukuhan Ammatoa, dan 
upacara Pa’nganroang. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di 
zona ini, orang tersebut tidak biasa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan 
meninggal. Demikian juga dengan binatang seperti anjing, kalau berhasil keluar 
anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi. Kedua, hutan penyangga/perbatasan 
(borong battasayya). Hutan ini merupakan zona kedua dari Borong Karama’ dan 
Borong Battasayya dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh Ammatoa dan 
anggota adat sebagai jalan untuk masuk di Borong karama’, ketika mereka 
melaksanakan upacara ritual. Di BorongBattasayya itu, baik komunitas di Tana 
Kamase-masea maupun di Tana Kuasayya diperbolehkan mengambil kayu dalam 
borong denga syarat-syarat tertentu, salah satu diantaranya harus seizin dengan 
Ammatoa. Ketiga, hutan masyarakat (borong luarayya). Merupakan hutan rakyat 





kajang dengan luas kurang lebih 100 Ha. Dari hutan itulah masyarakat adat Kajang 
bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada 
pengambilan kayu di Borong Battasayya.
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Oleh karena itu, bagi warga masyarakat adat Kajang senantiasa membina dan 
melestarikan adat istiadat dengan menjunjung tinggi hukum adat baik yang 
bersumber dari Pasang maupun dari ucapan Ammatoa sebagai penguasa tertinggi di 
kawasan adat Kajang. Secara geografis wilayah Desa Tanah Towa, berada pada 
daerah perbukitan dan bergelombang. Jika di lihat dari topografi ketinggian wilayah 
Desa Tanah Towa sekitar 50-200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 
rata-rata 5745 mm/tahun, serta suhu udara rata-rata antara 13-29 „c, dengan 
kelembaban udara 70% pertahun. Luas wilayah Desa Tanah towa secra keseluruhan 
tercatat 972 ha, yang terbagi atas beberpa peruntukan, seperti untuk luas pemukiman 
169 ha, untuk persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, 
perkantoran 1 ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha. Secara 
administrasi, di Desa Tana Towa ini dibatasi oleh desa-desa tertangga, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batunilamung 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Malleleng dan 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pattiroang. 
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Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintahan Kecamatan 
Kajang dengan lokasi pemukiman warga masyarakat komunitas adat kajang, kurang 
lebih 25 km. Sedangkan dari ibukota Kabupaten Bulukumba jaraknya sekitar 57 km, 
dan 270 km dari Makassar. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintahan Desa 
TanaTowa sudah beraspal sepanjang lima kilometer (dari jalanan raya poros Tanete-
Tanajaya), hal ini dapat memudahkan bagi warga masyarakat adat Kajang dalam hal 
di kawasan adat tersebut, sehingga akses ke kawasan adat Ammatoa dapat dikatakan 
cukup lancar. 
 Dalam perkembangannya sekitar tahun 1990, pihak pemerintah setempat 
berupaya melakukan penggeseran batas wilayah Ilalang Embaya dan Ipantarang 
Embaya, dahulu batas wilayah adat tersebut pada bagian barat dibatasi oleh sebuah 
parit dengan wilayah luar, sekarang ini sudah digeser masukke dalam sejauh kurang 
lebih satu kilometer. Kendaraan bermotor yang sebelumnya harus berhenti diluar dan 
kini sudah dapat menembus lebih jauh ke dalam kawasan Ipantarang yang 
sebelumnya masih merupakan daerah komunitas adat Kajang. Batas antara wilayah 
Ilalang Embaya dengan Ipantarang Embaya hanya dibatasi sebuah pintu gerbang di 
bagian barat. Pergeseran batas wilayah tersebut dilakukan bersamaan dengan 
dilakukannya perluasan dan pengerasan jalan desa menuju kawasan adat. Sehingga 
dengan demikian batas wilayah itu telah terjadi percampuran model rumah warga luar 





berjalan kaki, hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang ada dalam Pasang, yakni 
memasuki kawasan adat Ammatoa haruslah dilakukan dengan berjalan kaki.
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2. Gambaran Sejarah Terbentuknya Kawasan Adat Ammatowa Kajang 
Masyarakat Kajang pada mulanya terdiri atas beberapa atas beberapa kaum. 
Mitos raja atau Karaeng (pemerintahan) selalu dikaitkan dengan Tau Manurung  
(orang yang turun ke bumi dan menjadi pemula lapisan keturunan bangsawan). 
Manusia pertama di Kajang adalah diturunkan dari kayangan atas kehendak 
Turie’Akrakna (Tuhan Yang Maha Esa) dan itulah yang disebut dengan Tumanurung 
dan menjadi Ammatoa I (Ammatoa Mariolo). Ada beberapa mitos tentang manusia 
pertama, yaitu: 
a) Mitos pertama menyebutkan Turie’ Akrakna memerintahkan kepada Batara 
Guru untuk melihat keadaan bumi , setelah kembali melaporkan bahwa perlu 
ada manusia di atas bumi, dengan mengendarai seekor burung berkepala dua 
yang di sebut koajang,iniliah yang menjadi asal mulanya Kajang. 
b) Ammatowa merupakan manusia pertama yang diturunkan oleh Turie’ 
Akrakna ke dunia, masyarakat Kajang meyakini bahwa pertama kali 
Ammatowa diturunkan ke bumi adalah kawasan tempat tinggal mereka 
saatini. Suku Kajang menyebut tanah tempat tinggal mereka Tanah 
Towa(tanah tertua), tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka.Masyarakat 
Ammatowa mempraktekan sebuah agama adat yang disebutdengan 
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patuntung. Istilah patuntung berasal dari tuntungngi, kata dalam 




B. Sistem Ritual Adat Yang Melakukan Pelanggaran Pencurian dan 
Penebangan pohon di kawasan adat Ammatoa Kec. Kajang 
Sebelum masuk pada pembahasan sistem ritual adat yang melakukan 
pelanggaran, misalnya melanggar aturan adat atau semacam pencurian, terlebih 
dahulu saya akan menjelaskan pengertian hukum adat di indonesia dan pegertian 
hukum adat kajang. 
1. Hukum adat merupakan hukum asli indonesia, adat sendiri berasal dari 
bahasa arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan 
akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.Hukum adat 
merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat 
berbeda dengan hukum tertulis di tinjau dari bentuk sanksi yang di 
berikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi 
hukum adat menitikbertkan pada bagian moral serta material, hukum 
adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani 
hukuman yang telah di tetapkan oleh hakim. Menurut Bushar 
Muhammad mengemukakan bahwa hukum adalah hukum yang 
mengatur terutama tingkah laku manusia indonesia dalam hubungan 
satu sama lain, baik merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan 
(kesulitan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena di anut 
dan di pertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun 
yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal 
sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-
keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai 
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kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat 
itu, adalah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, 
wali tanah, kepala adat, dan hakim.
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2. Pengertian hukum adat kajang yang melakukan pelanggaran misalnya 
pencuri, menebang pohon menurut hukum adat kajang adalah orang 
yang mengambil hak milik masyarakat adat dan hak milik 
kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. 
Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon di dalam 
hutan keramatakan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat 
hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya pokok babbala 
(pokok cambuk). Begitupun orang yang menebang pohon di dalam 
hutan battasaya (hutan perbatasan dengan kebun warga) untuk 
dimiliki atau dijual kepada orang lain tanpa se-izin Ammatoa 
akanmendapat hukuman tangga babbala (tengah cambuk). 
Dalam menjalankan kepemimpinannya Amma Toa tidak serta merta 
menangani semua permasalahan melainkan melalui hierarki pendelegasian 
kewenangan. Maksudnya jika ada persoalan di tingkat dusun, maka diselesaikan oleh 
pejabat berwenang begitupun didesa. Kalau persoalan tersebut tidak terselesaikan 
barulah Ammatoa mengambil keputusan, meski semua keputusam yang diambil oleh 
pejabat pembantu Ammatoa berdasarkan petuah-petuahnya. Berikut wawancara 
penulis dengan Ammatoa berkaitan dengan hal ini:  
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Ruampulo annang selaku pemangku ada‟ tinggi, pada todo menteri ka tiap-tiap 
kepala dusun bansa kunre mae ri tana toa salapang dusun salapang todo pemangku, 
rie to injo pemangku desa. Jari punna rie abbura-bura konjo ridesayyana oporomi 
mae. Ka kunre mae anre nakkulle annarima langsung laporan na bicara toi rolo 
dusunnampa mae ri desa, ri desa pi mae. Ka anre dasara nibicara punna tammaing 
nabicara pammarenta setempat. 
 
Artinya:  
Ada dua puluh enam orang selaku pemangku adat tinggi, seperti menteri dalam 
sistem pemerintahan. Tiap-tiap kepala dusun seperti di Tana Towa 9 kepala dusun 
maka 9 pula pemangku adat. Ada pula pemangku adat di Desa. Jadi kalau ada 
permasalah di desa, dari desa baru dibawa ke sini (Amma Toa). Sebab adat tidak 
boleh menerima langsung laporan, harus dibicarakan dulu ditingkat dusun, baru ke 
desa, lalu dari desa ke sini. Karena tidak ada dasar pembicaraan kalau belum 
dibicarakan sama pihak yang berwenang setempat.
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 Dalam pengambilan keputusan (Lebba„) Ammatoa senantiasa melakukan 
mekanisme permusyawaratan dengan masing-masing pemangku adatnya. Dan 
keputusan yang telah diambil dari musyawarah tersebut sifatnya tetap dan tidak boleh 
diganggu gugat oleh sipapapun termsuk pemerintah negara. Yang temasuk kategori 
melakukan pelanggaran menurut masyarakat adat kajang seperti mengambil barang 
ternak  milik warga , melanggar aturan yang ada dalam kawasan adat Ammatoa dan 
menebang pohon di dalam hutan, merubah rumah dan atau memburu binatang liar 
yang ada di dalam hutan. Terdapat beberapa upacara yang dilakukan untuk 
membuktikan pelaku pelanggar adat melalui ritual/upacara adat, yaitu: 
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1. Patunra (di sumpah) 
Patunra (di sumpah) di lakukan ketika ada orang yang dicurigai, orang yang 
dicurigai dipanggil oleh Ammatoa untuk ditanya dan Ammatoa dalam hal ini 
mempunyai kelebihan untuk membaca tingkah orang yang berbohong, Ammatoa 
dalam memberikan pertanyaan melihat gerak-gerik ketika orang itu di tanya dan 
ketika Ammatoa melihat ada kebohongan yang di sembunyikan oleh orang yang 
dicurigai dan tidak mau mengaku maka barulah orang tersebut akan disumpah. 
2. Attunu panrolik (membakar linggis) 
Sebelum Upacara attunru panrolik (bakar linggis) dilaksanakan seluruh 
pemangku adat dikumpulkan dan akan lebih dulu dilakukan abborong 
(bermusyawarah) setelah itu Ammatoa mengumumkan dan memerintahkan kepada 
orang kepercayaannya untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat adat bahwa 
akan diadakan tunu panroli hari sekian dan jam sekian maka dari itu seluruh warga 
masyarakat adat tidak boleh ada yang keluar dari kawasan semuanya harus 
berkumpul tepat waktu sebelum upacara dilaksanakan dan ketika ada orang yang 
tidak hadir maka dia akan dipanggil oleh Ammatoa untuk ditanya. Setiap orang yang 
hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar oleh Puto Duppa hingga  
merah membara. Hal yang sama di kemukakan oleh Supriadi yang mengatakan: 
Tujuanna injo nikua attunu panrolik haji’ niiisei angkua injo angngallei capingku 
contona allukaki capi areka tedong naanre ni issei angkua injo angngallei maka 
kullei ni pattunuang panrolik, injo attunu panrolik, panrolik nitunu sanggenna 
abbaheja-heja nampa lebba’-lebbasa toa allampa anrammai nuriea kunjo anghadiri, 
punna injo nulampai rammai na tania ngallei kacima’i pappisa,rinna mingka punna 






Tujuan dari attunu panrolik untuk mengetahui pelaku pencurian misalnya mencuri 
sapi atau kerbau contohnya, mencuri sapi atau kerbau maka bisa dilakukan yang 
dinamakan tunu panrolik, tunu panrolik ini yaitu membakar linggis sampai merah 
baru masyarakat yang hadir bergantian untuk memegang linngis tersebut yang sudah 
dibakar jika yang memegang bukan si pelaku maka akan merasakan dinginnya linggis 




Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa pelaku pencuri sebenarnya. Jika 
seorang yang memegang linggis itu tidak bersalah, maka ia tidak akan merasakan 
panasnya linggis. Dan demikian sebaliknya, barang siapa yang tangannya terluka, 
maka dialah pelakunya. Selanjutnya, jika terjadi seorang terdakwa seorang terdakwa 
menolak dakwaan atau pelanggaran hukum dan tidak dapat diidentifikasi, maka 
upaya hukum lain.Tunu Panrolik (Membakar linggis) ini tidak hanya dilakukan di 
dalam kawasan adat, tunu panrolik penah dilakukan di kawasan perusahaan lonsum, 
posisi kasus, di kawasan lonsum terjadi pencurian bibit dan pengerusakan bibit pohon 
karet tidak ada yang mengetahui siapa pelaku tersebut dan akhirnya pimpinan 
Lonsum kemudian berkomunikasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus 
dilakukan dan masyarakat kemudian memberi saran untuk menyerahkan kasus ini 
kepada Ammatoa dan kasus tersebut diterima oleh adat untuk ditindak lanjuti setelah 
Ammatoa bermusyawarah dan memutuskan untuk langsung dilakukan tunu 
panrolikselanjutnya pimpinan, karyawan, pemerintah desa, toko masyarakat 
danseluruh 
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masyarakat sekitar dikumpulkan untuk ikut dalam ritual tunu panrolik untuk 
membuktikan siapa pelakunya semua orang yang hadir memegan linggis yang merah 
membara yang baru saja dikeluarkan dari Api yang menyala-nyala namun dalam 
upaya ini pelaku tidak ditemukan dan akhirnya dilakukan upaya tunu passau, 
menurut keterangan Ansar,selaku karyawan Lonsum yang ikut dalam ritual tersebut 
dan juga memegan linggis yang merah membara, mengatakan bahwa rutual tunu 
panrolik sangat efektif untuk diterapkan ketiak terjadi pencurian karna pelaku akan 
langsun diketahui tanpa harus ada bukti, walaupun pada saat itu tidak ada pelaku 
yang ditemukan namun sampai saat ini tidak ada lagi pencuri bibit dan pengerusakan 
bibit dikawasan perusahaan. 
3. Tunu Passau (Membakar Dupa) 
Tunu Passau (Membakar Dupa) sebelum upacara tunu passau dilakukan 
maka seluruh pemangku adat dikumpulkan untuk dilakukan abborong, setelah 
disepakati dalam musyawarah bahwa akan dilakukan tunu passau maka Ammatoa 
memerintahkan kepada Puto Kaharu keturunan dari Bunngko Pabbu untuk 
melakukan upacara tunu passau tanpa dihadiri oleh warga masyarakat di dalam 
BorongKaramaka. Namun, sebelum acara itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan 
pengumuman kepada seluruh warga masyarakat. Pengumuman tersebut berisikan 
tentang akan diadakannya upacara attunu passauk, karena diketahuinya bahwa telah 
terjadi pencurian dalam kawasan adat tanpa diketahui pelakunya, dan telah 
puladilakukan upaya dengan acara attunru panrolik. Penyampaian pengumuman itu 





baik dari mulut ke mulut maupun dengan memukul gendang yang ada di rumah 
Ammatoa dengan irama tertentu yang maknanya dapat dipahami oleh setiap warga 
masyarakat adat.Selama tenggang waktu sebulan tersebut, diharapkan sadar dan 
segera mengakui perbuatannya atau melaporkan tentang orang yang telah berbuat itu 
kepada Ammatoa.Apabila sampai pada batas waktu sebulan ternyata tidak ada yang 
datang mengakui perbuatannya, maka dengan sangat terpaksa diadakan acara attunu 
passau. Bentuk upacara ini diselenggarakan pada waktu tengah malam dikala bulan 
purnama di tengah Borong Karamaka. Pelaksanaan upacara ini sangat bernuansa 
magis, sehingga tidak semua orang dapat menghadirinya. Maksud dari pelaksanaan 
upacara attunupassauini, adalah agar pelaku yang tidak mengakui persbuatannya, 
yaitu mencuri/melakukan pelanggaran di dalam kawasan adat mendapat hukuman 
langsung dari Turi’e’ A’ra’na berupa musibah yang bisa terjadi secara beruntun. 
Musibah itu bukan hanya bagi si pelaku, tetapi dapat juga terjadi pada keluarganya 
terutama keturunannya, bahkan kepadaorang lain yang mengetahui perbuatan itu, 
tetapi tidak berani melaporkan pada Ammatoa. Apabila hal ini terjadi, maka menurut 
isi Pasang bahwa pelaku akan menderita  
“pupuruk sorokan, anre, mo nararangi mata allo, battu ri attang, battu riahang, 
battu ilauk, battu ri aja, kamma lekok raung appucuk tepokmiseng, 
aklorongitappumiseng”. 
 
Artinya : Hidupnya akan melarat sepanjang masa, tidak akan disinari matahari dari 
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Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan hukum negara/hukum postif karna hukum 
adat kajang tidak memerlukan alat bukti atau barang bukti untuk membuktikan pelaku 
pencurian, cukup pelaku kemudian mengakui perbuatannya. 
C. Sistem Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Yang melakukan 
pelanggaran Penebangan Pohon dan Pencuruan Di Kawasan Adat Ammatoa 
Desa Tanah Toa Kec. Kajang 
Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa Ammatoa adalah pemimpin 
tertinggi di dalam kawasaa adat kajang, ia tidak hanya diangkat berdasarkan hasil 
musyawarah atau pemilihan, tidak pula berdasarkan keturunan, melainkan 
Ammatoadiangkat berdasarkan hasil penunjukan Turie’ A’ra’na’, sehingga jabatan 
Ammatoa berlaku seumur hidup, kecuali jika ia melakukan pelanggaran adat atau 
melanggar isi Pasang akan dikenakan sanksi, yaitu dilakukan pergantian Ammatoa. 
Adapun sikap,tindakan dan kebijakan Ammatoa senantiasa selalu dipantau oleh 
pemangku adat dan seluruh warga komunitas adat Kajang, yang mana hal tersebut 
akan berkaitan dengan katallasang lino dan allo ri boko (kehidupan di dunia dan 
kehidupan di akhirat). Tujuannya agar kedua kehidupan ini dapat berjalan dengan 
baik dan normal. Keadaan seperti itu, membuatnya posisi Ammatoa sebagai 
pemimpin tertinggi di kawasan adat kajang, memegang peranan penting baik dalam 
kehidupan sosial dan ritual, penasehat dalam menyelesaikan berbagai bentuk 
perselisihan maupun berperan pada pembangunan dan ekonomi di tengah-tengah 
masyarakat adat kajang. Ammatoa dalam melaksanakan perannya, terutama terhadap 





Kawasan adat Kajang, senantiasa berpegang pada pasang yang merupakan 
sebagai pegangan hidup atau sebagai sumber sejarah bagi warga masyarakat adat 
Kajang, yang mengandung prinsip hubungan antara warga masyarakat dengan Turie’ 
A’re’na, antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. 
Memahami Pasang sudah merupakan kewajiban bagi warga komunitas adat Kajang, 
oleh karena itu kemuliaan warga masyarakatnya dikaitkan dengan tingkat 
penguasanya dan ketaatannya terhadap Pasang.  
Pasang sendiri keberadaannya sudah sangat tua dan sejak dahulu menjadi 
pedoman dalam kehidupan sehari-hari, pasang berisi pesan yang secara turun-
temurun di jalankan oleh masyarakat adat, pasang secara keseluruhan mengandung 
pemahaman yang digunakan dalam berbagai hal dijelaskan bahwa Pasang ri Kajang 
adalah suatu sumber nilai / budaya yang berisi tuntunan hidup komunitas adat 
Ammatoa. Tuntunan hidup itu menyangkut semua aspek kehidupan dalam 
komunitasnya, yaitu sistem reiligi, masalah sosial termasuk hubungan manusia 
dengan Iingkungannya. Hal ini sama yang diungkapkan oleh Ansar S,Ag. Sebagai 
tokoh agama dalam wawancara berikut : 
“Pasang ri kajang berisi ratusan pasal teks lisan berupa sumber nilai dan pesan 
leluhur. Dari sekian banyak pasal tersebut, ada sekitar 20-an pasal diantaranya 
berisi tentang sistem pengelolaan Iingkungan. Walaupun butir Pasang tersebut 
hanya berupa pesan lisan namun dapat disebut sebagai suatu kearifan lingkungan. 









Pasang Ri Kajang yang berkaitan dengan sistem pengelolaan lingkungan 
ditaati oleh komunitas Ammatoa Kajang secara sadar dan ikhlas. Ketaatan pada 
ajaran Pasang dalam pemeliharaan lingkungan (hutan) selama ratusan tahun, hal itu 
berkaitan dengan fungsi hutan. Bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang, hutan adalah 
merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam melangsungkan kehidupan 
mereka. Setiap pelanggaran Pasang bukan saja hanya merendahkan derajat 
pelanggaran di mata warga masyarakat adat Kajang, melainkan akan menyusahkan 
warga masyarakat dan merusak lingkungan fisik kawasan adat. Oleh karena itu, bagi 
warga masyarakat adat Kajang yang memelihara dan merefleksikan makna Pasang 
dalam kehidupannya, adalah orang yangterpandang dalam komunitas adat Kajang. 
Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak mengindahkan isi dan makna Pasang dalam 
kehidupannya akan dikenakan sanksi, baik sanksi berupa sosial dalam masyarakatnya 
atau sanksi berupa denda (passala) yang berdasarkan hukum adat setempat, maupun 
sanksi masyarakat dengan cara pengusiran (nipatoppangi butta) dari kawasan adat 
Kajang.Turiek Akrakna menurunkan perintah-Nya kepada masyarakat Kajang dalam 
bentuk Pasang (sejenis wahyu) melalui manusia pertama yang mereka yakini 
bernama Tu Manurung yang juga sekaligusmenjadi Amma Toa pertama. Secara 
harfiah, Pasang berarti pesan. Pasang adalah keseluruhan pengetahuan dan 
pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku yang berkaitan dengan kehidupan 
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yang dipesankansecara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. 
Pasang tersebut wajib ditatati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat 
Amma Toa.  Hidup sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi 
yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan 
sehari-hari. Secara lebih jelas tallase kamase-mase ini tercermin dalam pasang 
wawancar Ammatoa sebagai berikut:   
Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, a„dakkako nu kamase-
mase, a„meako nu kamase-mase artinya; berdiri engkau sederhana, duduk engkau 
sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana.  Anre 
kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre na rie, care-care na rie, 
pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju.  
Artinya; Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan 
secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, 
rumah seadanya.Jagai lino lollong bonena, kammayatompa langika, rupa taua siagang 




Pasang ini mengajarkan nilai kebersahajaan bagi seluruh warga 
masyarakatKajang, tak terkecuali Ammatoa, pemimpin tertinggi adat Kajang. 
Masyarakat adat Kajang sangat konsisten memegang teguh prinsip tallasa‟ kamase-
mase ini. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka mengimplementasikannya dalam 
praktek hidup sehari-hari sebagai berikut:  Bentuk rumah yang seragam, seragam 
bahannya, seragam besarnya, dan sedapat mungkin seragam arah bangunannya. 
Keseragaman itu bermaksud menghindari saling iri di kalangan mereka, yang dapat 
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berakibat pada keinginan memperoleh hasil lebih banyak dengan cara merusak hutan.  
Larangan membangun rumah dengan bahan bakunya batu-bata. Menurut pasang, hal 
ini adalah pantangan, karena hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat 
yang diapit oleh tanah. Rumah yang bahan bakunya berasal dari batu-bata, meskipun  
penghuninya masih hidup namun secara prinsip mereka dianggap sudah mati, karena 
sudah dikelilingi oleh tanah.   
Adapun bentuk-bentuk larangan yang bersumber dari Pasang yang tidak 
boleh (kasipalli) dilakukan oleh warga masyarakat adat Kajang, adalah adanya 
larangan (kasipalli) memakai kendaraan memasuki kawasan Ilalang Embayya. 
Larangan memakai kendaraan dikawasan tersebut, bukan hanya pada para tamu, 
melainkan juga berlaku bagi seluruh warga masyarakat yang berdiam di kawasan 
tersebut. Bagai warga masyarakat yang berdiam di kawasan Ilalang Embayya 
melakukan pelanggaran, akan di usir dari dalam kawasan, sedangkan orang luar yang 
melanggar tidak diperkenankan lagi memasuki kawasan tersebut. 
 Dengan tidak diperkenankannya setiap orang memakai kendaraan di kawasan 
Ilalang Embayya, adalah salah satu bukti kebijakan Ammatoa serta para 
pendukungnya dalam rangka melestarikan lingkungan. Pelanggaran atas ketentuan 
adat yang bersumber dari Pasang itu, akan berakibat dijatuhkannya sanksi berupa 
larangan seumur hidup memasuki kawasan Ilalang Embayya. Dalam penegakan 
supremasi hukum yang ada kaitannya dengan pengrusakan hutan adat di dalam 
kawasan adat Kajang, para pemangku adat sebagai penegak hukum adat (ada’ 





Angrongta Ri Pangi, Ada’ Limayya ri Tana Kekeya dan Ada’ Limayya ri Tana Lohea, 
telah diberikan wewenang khusus untuk mengadili setiap pelanggaran dan atau 
pengrusakan lingkungan (hutan). Besar kecilnya hukuman yang ada ditentukan 
melalui suatu pengadilan adat (abborong ada’) yang menghadirkan tersangka dan 
seluruh masyarakat adat untuk menyaksikan jalannya sistem peradilan adat tersebut 
 Bentuk larangan adat yang bersumber dari Pasang salah satunya adalah 
Pencurian yang dilakukan di dalam kawasan adat kajang, Adapun bentuk-bentuk 
sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang terbukti melakukan pencurian, berbeda-
beda tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan di dalam kawasan adat. Agar 
sanksi-sanksi tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka ditetapkanlah ketentuan 
yang mengklasifikasikan tiga jenis sanksi dan jumlah denda yang harus di bayar, ke 
dalam 3 kategori, yaitu (1) pelanggaran berat, (2) pelanggaran sedang dan (3) 
pelanggaran ringan.
74
Ketiga tingkat kategori pelanggaran tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Pelanggaran berat, istilah lokalnya pokok babbalak (pangkal cambuk) 
dengan denda sebesar 12 Real atau ketika dirupiahkan Rp. 12.000.000, 
ditambah dengan satu gulung kain putih. 
2. Pelanggaran sedang, yaitu Tanga babbalak (tengah cambuk) dengan 
denda sebanyak 8 Real atau ketika dirupihkan Rp. 8.000.000, 
ditambah dengan kain putih satu gulung. 
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3. Pelanggaran ringan, yaitu hukuman yang disebut Cappa babbalak 
dengandenda sebanyak 6 Real atau ketika dirupiahkan Rp. 6.000.000, 
ditambah dengan satu gulung kain putih.  
Adapun betul-betul terjadi suatu pelanggaran adat di kawasan adat berupa 
pencurian kayu atau penebangan pohontersebut,maka para penjaga hutan atau warga 
masyarakat yang mengetahuinya segera melaporkan kejadian itu kepada Galla’ 
Puto,kemudian diteruskan kepada Ammatoa. Namun, sebelum penjaga hutan 
melaporkan kejadian itu kepada Gallak Puto, akan lebih duluan diketahui oleh 
Ammatoa. InI menunjukkan bahwa Ammatoa mempunyai kelebihan-kelebihan atau 
kemuliaan tersendiri diantara warga masyarakat adat Kajang lainnya, sehingga dapat 
meramalkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kawasan adat tersebut. 
Sehubungan dengan adanya laporan kejadian tentang pencurian atau 
penebangan pohon didalam kawasan tersebut, maka selanjutnya Ammatoa segera 
memanggilnya untuk menghadap di meja peradilan adat Kajang yang dihadiri oleh 
Ammatoa Ri Kajang dan pemangku-pemangku adatnya untuk mempertanggung 
jawabkan segala bentuk perbuatannya. Di tempat inilah tersangka diadili dan 
ditentukan nasibnya,apakah dikenakan sanksi adat berupa denda, pengusiran ataukah 
mereka dibebaskan saja dengan syarat-syarat tertentu.Dari ketiga bentuk sanksi atau 
hukuman berupa denda atas pelanggaran adat tersebut, dimana sanksi yang paling 
tinggi tingkatannya adalah pencurian kayu yang dilakukan di Borong Karamaka, dan 
yang terendah jika dilakukan pada kebun milik perorangan/warga. Walaupun sanksi 





jelas bahwa menebang pohon merupakan suatu delik adat menurut Pasang. Demikian 
juga jika kita mengacu pada UUPK dan PP No.28 Thn 1985.
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maka bagi mereka 
yang menebang pohon di kawasan hutan lindung itu, akan dijatuhi hukuman sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi karena Ammatoa 
yang diserahi tugas untuk menjaga hutan itu, maka kewenangan itu akan dijalankan 
dengan penuh rasa tanggug jawab. Ini menunjukkan bahwa tanpa mengabaikan hak 
perorangan, hak komunal yang lebih diutamakan.  
Hal yang tidak kurang pentingnya, adalah karena hutan itu merupakan tempat 
berdiamnya roh nenek moyang dan roh penjaga keselamatan seluruh warga. Selain 
itu, pada68 Borong Karamaka diyakini sebagai tempat turun naiknya Turi’e’ A’ra’n’ 
dalam menjaga dan memelihara kehidupan warga masyarakat adat Kajang.Salah 
salah satu kasus yang sempat di ceritakan oleh warga bahwa pernah terjadi sebuah 
kasus yang dilakukan oleh salah seorang yang bernama Lekkong, umur 55 tahun, 
pekerjaan pagalung (petani), berasal dari Dusun Baraya Desa Tana Towa.Mereka ini 
memasuki Borong Battasaya kemudian menebang pohon. Perbuatannya itu diketahui 
oleh warga masyarakat adat Kajang, lalu dilaporkan kepada GallakPuto, yang 
selanjutnya diteruskan atau melaporkan hal itu kepada Ammatoa. Setelah itu lelaki 
yang bernama Lekkong ini dipanggil menghadap Ammatoa untuk diadili.  
Dalam proses peradilannya berlangsung di rumah kediaman Ammatoa, yang 
dihadiri oleh pemuka masyarakat, kepolisian dan warga masyarakat lainnya. 
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Pertanyaan Ammatoa kepada Lekkong hanya berkisar pada perbuatannya menebang 
pohon di dalam Borong Battasaya, selain itu ditanyakan kesediaannya untuk diadili 
oleh Ammatoa, atau perkaranya diserahkan kepada pihak kepolisian. Namun 
daripertanyaan-pertanyaan Ammatoa itu diiyakan oleh yang bersangkutan untuk 
diadili oleh Ammatoa . Oleh karena perbuatannya diakui, maka kepadanya anngalle 
passala (didenda menurut adat). Atas dasar itulah Ammatoa langsung memutuskan 
bahwa yang bersangkutandikenakan sanksi berupa denda yang disebut cappa 
babbalak, yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- atau dan satu gulung kain putih.  
Sedangkan pohon yang ditebangnya tidak diizinkan untuk diambil, melainkan 
dibiarkan tergeletak ditempat penebangannya sampai lapuk, karena dikhawatirkan 
apabila pohon kayu tebangan dapat diambil, baik oleh pelaku maupun orang lain akan 
menimbulkan keinginan untuk berbuat yang sama. Hal tersebut dapat saja terjadi, 
bilamana denda dengan taksiran harga kayu hasil tebangan jauh berbeda. Pada 
umumnya pohon kayu yang ada di dalam hutan sudah berusia tua, besar dan tinggi, 
sehingga nilai jualnya akan sangat tinggi bila dibandingkan dengan denda yang 
dijatuhkan oleh Ammatoa. 
 Untuk menghindari kemungkinan yang demikian, maka dengan membiarkan 
kayu hasil tebangan tergeletak begitu saja di tempat penebangannya, dan diharapkan 
akanmenghindarkan masyarakat mengulangi perbuatan yang sama. Setelah yang 
bersangkutan nipallangga (diberi nasehat) oleh Ammatoa agar tidak mengulangi lagi 
perbuatannya, maka yang bersangkutan dipersilahkan pulang. Mengenai uang denda 





sama rata kepada semua yang hadir, tidak terkecuali dan anak-anak pun mendapat 
bagian. Hanya saja Ammatoa sendiri yang tidak memperoleh bagian dari uang denda 
itu, kecuali denda yang berupa kain putih segulung untuk Ammatoa. Pembagian uang 
denda kepada seluruh yang hadir, dimaksudkan untuk menanamkan tanggung jawab 
kepada setiap warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama menjaga hutan dari 
orang-orang yang bermaksud jahat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Ammatoa adalah 
berdasarkan ketentuan Pasang, namun denda yang berupa uang dan kain putih 
merupakan kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah abborong. 
Pasang adalah kumpulan pesan-pesan, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dan 
aturan-aturan bagaimana seseorang menampakkan diri terhadap makro dan mikro 
kosmos serta tatacara menjalin harmonisasi alam-manusia-Tuhan. Pasang merupakan 
sistem nilai yang menjadi pedoman yang tertinggi bagi komunitas dalam mana ia 
mengkonsepsikan hal-hal yang paling ternilai dalam kehidupan, baik yang 
berorientasi keduniaan maupun keakhiratan.
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Pada umumnya, dalam hal terjadinya pelanggaran norma adat yang 
mengakibatkan cidera, baik lahir maupun batin, inisiatif dari pihak keluarga pelaku 
dan korban sangat mempengaruhi keberhasilan perdamaian. Dalam hal ini 
penyelesaian pelanggaran norma adat ini Ammatoa dalam menyelesaikan masalah 
tersebut harus dengan seadil-adilnya dan tidak boleh berat sebelah. Penyelesaian 
melalui adat ini apabila telah di putuskan tersebut tidak bisa di ganggu gugat. 
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Ammatoa sebagai kepala suku adat  kajang mengatakan bahwa prosedur yang 
digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran adat dapat di bagi dalam dua bentuk 
penyelesaian adat yaitu penyelesaian tingkat keluarga, dan penyelesaian tingkat 
keluarga, dan penyelesaian adat melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua 
adat masing-masing yang terlibat konflik, kemudian dikuatkan oleh kepala desa‟ 
Prosedur penyelesaian adat di lakukan beberapa tahap, sejak terjadinya pelanggaran 
norma adat hingga tercapainya perdamaian. 
D. Bentuk Keterlibatan Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Yang Terjadi 
Dalam Kawasan Adat Ammatoa 
1. Mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat 
Bila melihat literatur-literatur ilmu hukum adat zaman pemerintahan 
Hindia Belanda, Masyarakat Hukum Adat dikenal dengan istilah adat 
rechtgemenschappen, yang maknanya dipersamakan dengan desa atau 
volksgemenschappen. Merujuk pada istilah rechtgemenschappen itulah, saat 
ini muncul penggunaan istilah “hukum”dalam penyebutan Masyarakat Adat 
sehingga menjadi Masyarakat Hukum Adat.
77
 
Beberapa sarjana telah mencoba mendefinisikan dan mendeskripsikan 
Masyarakat Hukum Adat. Soekanto dalam bukunya menggunakan istilah 
rechtgemenshap yang mereka artikan sebagai “persekutuan hukum adat” sebagai 
persekutuan yang mempunyai hubungan kekeluargaan (verwantschapsband) erat 
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berdasarkan keturunan satu nenek moyang, berdasarkan daerah dan wilayah yang 
didiami. 
Terhaa rmengemukakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan 
manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-
penguasa dan mempunyai kekuasaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana 
para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat 
sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorang pun di antara para 
anggota itumempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang 
telahtumbuh itu, atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan 
ituuntuk selama-lamanya. 
Indah Maulidiyah dan Yusdiyanto, yang menggunakan istilah masyarakatadat 
mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok masyarakat yang 
memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta 
memiliki sistemnilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah 
sendiri.
78
Hal yang sama yang dikatakan oleh saudara saleh salah satu tokoh pemuda 
desa tanah towa: 
“Masyarakat Adat Ammatoa Kajang adalah kelompok masyarakat yang memiliki 
asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah Tanah Towa ini memiiki karakter 
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Sejatinya hubungan antara warga masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang 
dengan pihak pemerintah telah terjalin dengan baik bahkan jauh sebelum Negara 
kesatuan ini lahir. Kedekatan hubungan ini tidak lepas dari salah satu Pasang yang 
senantiasa dipegang teguh oleh para pemangku adat dan warganya, yaitu “Assallukki 
riajoa, anynyullukki riada’a” (tunduk kepada pemerintah, taat kepada adat). Pasang 
tersebut menyiratkan bahwaAmmatoa memandang perlu untuk menjalin hubungan 
baik dengan pemerintah yang selama ini turut berperan dalam medukung kukuhnya 
eksistensi mereka dengan mengakui sekaligus turut belajar dari nilai-nilai luhur yang 
mereka anut. Salah satu hal yang patut dicontoh adalah dalam hal pengelolaan dan 
pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan sehingga hutan adat dan lingkungan 
yang berada di dalam kawasan tetap lestari dan alami. Merawat hutan, bagi suku 
Ammatowa Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan 
bagian dari tanah yang diberikan oleh Turiek Akra‟na kepada leluhur Suku Kajang.
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Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat 
menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak dijaga 
kelestariannya.  
Kekuatan itu berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang yang senantiasa 
menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia. 
Untuk tetap menjaga kelestarian hutan adat tersebut maka Pemerintah Daerah turut 
mengamankan kawasan hutan adat dengan menindaki pihak-pihak luar yang berupaya 
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mengganggu ataupun menggunakan secara ilegal hasil hutan yang terdapat di dalam 
kawasan.Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pembinaan 
secara bertahap di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap Masyarakat Hukum 
Adat Amma Towa Kajang dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung 
sesuai kebutuhan mereka karena agar derajat kesehatan warga tetap terpenuhi serta 
generasi pelanjutnya tidak terkungkung dalam suatu pandangan dan pengetahuan 
yang terbatas sebagai pelaksanakan dari amanat konstitusi untuk memberikan 
pemenuhan hak-hak bagi setiap warga negara secara adil dan merata. Namun dalam 
beberapa bidang/sektor kehidupan pemerintah membatasinya seperti infrastruktur 
jalan dan listrik disebabkan oleh adanya penolakan dari warga adat Ammatoa Kajang 
terkait dengan adanya kepercayaan untuk tidak menggunakan teknologi yang 
cenderung tidak ramah dengan alam dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi 
lingkungan. 
2. Adat Ammatoa Kajang Mulai Mengalami Pergeseran 
Dinamika kebudayaan di tanah adat Ammatoa secara terus menerus 
mengalami pergeseran, pada zaman dahulu ada sebutan yang dinamakan talama’ring 
sangat di takuti untuk dilanggar tapi sekarang seakan-akan tidak di perdulikan lagi. 
Berikut wawancara Bungko Bate salah satu tokoh masyarakat di desa Tanah Towa: 
Ri Kajang rie nikua tala ma’ring nu sangka, buanganna kunni tala ma’ring ni 
gaukang, contona anre nakkulle toa anroba bola, anre nakkulle anggerang hp 
antama’ ri bolana bohe amma, anre nakkulle sambarang gambara nialle mingka 






Di Kajang banyak hal-hal yang dilarang di dalam kawasan Adat Ammatoa 
contohnya, salah satunya yang dilarang merubah model rumah, dilarang membawa 
hendpone masuk kedalam rumah Ammatoa dan mengambil sembarang gambar di 




Ini menunjukkan bahwa di dalam kawasan Adat Ammatoa secara perlahan 
sudah mulai terkikis adat kebudayaannya, karena semakin kencangnya arus 
moderenisasi yang menyentuh dalam kawasan adat Ammatoa Kajang.Perubahan 
lingkungan politik yang sangat mendasar setelah reformasi, terutama setelah 
dikeluarkannya paket Undang-Undang N0.22/1999 tentang otonomi daerah telah 
menimbulkan pergeseran kerangka paradigmatik di tingkat Negara dalam melihat 
desa yang berbasis masyarakat adat. Perubahan fungsi dan peranan turut memberikan 
pengaruh yang besar terutama dalam proses relasi atau hubungan kekuasaan antara 
pemerintah desa dan masyarakatnya. Sebagaimana diketahui bahwa komunitas Adat 
Ammatoa Kajang merupakan salah satu dari begitu banyak komunitas minoritas yang 
ada dinegeri ini yang secara tidak lansung harus patuh pada aturan perundang-
undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah dimana ia berdomisili. Di 
sinilah terjadi proses relasi kekuasaan antara dua belah pihak. Dalam proses relasi 
tersebut antara pemerintah dan masyarakat lokal terjadi suatu bentuk negosiasi, dialog 
atau bahkan resistensi yang dilakukan komunitas lokal terhadap pemerintah.
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 Dulu, sebelum adanya negara sebutan bagi pemangku adat adalah Galla‟ 
gelaran bagi orang yang memiliki jabatan dalam struktur adat. Namun setelah negara 
ada, penyebutan Galla‟ lebih dominan sebagai kepala desa yang merangkap dalam 
tatanan sistem yang jelas berbeda, yaitu sistem pemerintahan negara dan sistem 
pemerintahan adat. Kondisi ini tanpa mendiskreditkan orang per-orang, tapi bisa saja 
dengan kekuasaan pada dua tahta jabatan sekaligus rawan menimbulkan 
penyalahgunaan wewenang. Ammatoa mengingatkan:  
Tu sunikiria-kira sala injo mange anu do  niakka‟ akkalli sala tauwa ka akkala intu 
kunni politik kau. Jari kau gaukang politik haji‟a lalang mae ni gaukang akkala 
haji‟aka nikua paka pore akkala‟nu akkalaya haji‟a ako akka‟-kalai tauwa I kau 
aklukka nu kua I baco mange aklukka. Paka pore politiknu, politik nu balloa.  
Artinya:  
Dalam tanah adat, politik disebut akal. Jadi semua yang dilakukan adalah akal yang 
baik. Perkuat akalmu, akal yang baik. Jangan akal-akali orang lain, contohnya kau 
yang mencuri tapi kau sebut si Baco yang melakukan pencurian. Perkuat akal/ 
politikmu, akal/ politik yang baik.
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Pesan Amma Toa tersebut setidaknya menjadi pengingat agar tidak 
melakukan akkala sala kepada sesama apalagi jika pejabat adat maka sangat haram 
untuk melakukan akal sesat seperti mementingkan kepentingan pribadi diatas 
kepentingan umum.  Keyakinan masyarakat adat Amma Toa bahwa kepemimpinan 
Ammatoa adalah tunggal. Sekalipun beberapa tahun yang lalu sempat terjadi 
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dualisme kepemimpinan Amma Toa disebabkan adanya penhgklaiman dari masing-
masing pihak adat. Tentu saja hal ini berpotensi memecah eksistensi dari masing-
masing peran pemangku adat. Dualisme yang sempat berujung pada dualisme 
pemangku adat baik Ada‟ Limayya maupun Karaeng Tallua yang semakin 
memperkeruh kondisi adat Amma Toa. Namun melalui musyawarah panjang pihak 
adat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba persoalan yang 
bermula dari kepentingan politik sejumlah oknum yang memainkan peran ganda 
sebagai pejabat adat dan pejabat negara dapat teratasi. 
Oleh sebab itu dalam rangka menjaga, dan melestarikan budaya asli Indonesia 
ditengah-tengah arus kencang modernisasi maka sangat diperlukan adanya sinergitas 
antara Pemerintah Negara secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus 
dengan Masyarakat adat Amma Toa. 
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mnyelesaikan Konflik 
Kehadiran Undang-Undang Desa yang baru-baru ini disahkan oleh 
Pemerintah Pusat serta Rancangan Peraturan Daerah yang sementara dirumuskan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba memberikan angin segar keberlangsungan 
masyarakat adat Ammatoa yang sejalan dengan amanah Pasang ri Kajang. Sebab 
masyarakat adat Ammatoa sekalipun sangat menghargai keberadaan negara melalui 
hukum adat yang disejajarkan dengan hukum adat. Maksudnya, seperti penjelasan 
Ammatoa misalkan hukum kriminal yang dilanggar oleh masyarakat adat jika sudah 





negara maka yang melanggar boleh dikenakan hukuman negara yang berlaku. Sesuai 
penganalogian Ammatoa dalam wawancara dengan penulis berikut ini :  
“Injo aturanga kunni kerjasama pammarenta. Ka contona nakke nulukka tedongku 
sikaju, nu sambei rua mangeko kupassala sampulo anrua reala punna doi sampulo 
anrua juta maeki ri polisi. 
Artinya:  
Aturan disini (Kawasan adat) bekerjasama dengan pemerintah. Misalnya ada ada 
yang mencuri satu ekor kerbauku, secara adat si pencuri ini harus menggantinya 
dengan dua ekor kerbau, lalu di denda dengan 12 real atau Rp 12 juta setelah itu 
dibawa ke Polisi sebagai hukuman negara.
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Analogi yang dijelaskan Ammatoa tadi setidaknya memberikan gambaran, 
bahwa masyarakat adat Ammatoa sangat menghargai dan mengakui aturan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba 
juga menyadari bahwa perkembangan jaman membawa keniscayaaan dalam hal 
semakin berubah dan berkembangnya peradaban manusia yang bisa memberi dampak 
positif ataupun negatif dimana hal tersebut bisa dialami oleh setiap orang ataupun 
komunitas, tidak terkecuali kepada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Kita 
tentunya tidak menginginkan jika nilai-nilai luhur dalam Pasang ri Kajang yang 
selama ini dijalankan warga Ammatoa dan terbukti sangat bermanfaat bagi peradaban 
manusia ikut terus diakibatkan oleh „gempuran‟ kemajuan dan kebutuhan manusia 
modern yang cenderung eksploitatif dan semakin jauh dari fitrahnya. 
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Berdasar dari pemikiran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba 
bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang memiliki keprihatinan dan 
kepedulian menjaga eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang senantiasa 
berupaya melakukan pembinaaan dan penerangan bagi warga Ammatoa untuk tetap 
setia menjalankan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam Pasang. Salah satu 
langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh Pemkab Bulukumba adalah dengan 
mengeluarkan kebijakan/produk hukum yang diharapkan mampu tetap mengokohkan 
keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang beserta hak-hak yang 
dimilikinya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun kebijakan 
dimaksud adalah dengan mengajukan raperda kepada pihak DPRD Kab. Bulukumba 
untuk ditetapkan menjadi perda. Dan setelah melalui proses yang cukup panjang yaitu 
sekitar dua tahun lebih dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan 
pemangku kebijakan (tokoh masyarakat, organisasi pemerhati adat dan lingkungan, 
pemangku adat beserta warga adat Ammatoa) raperda tersebut disetujui untuk 
ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kab. Bulukumba dengan nama Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak 
Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. 
Tugas pemerintah adalah sebagai penengah dan perunding dalam berbagai 
permasalahan yang terjadi antara pihak luar atau masyarakat luar dengan pihak 





“Kalau ada urusan pemerintah seperti izin atau pengurusan berkas soal wilayah 
adat, atau permasalahan tanah,hutan adat yang disebabkan oleh orang luar, maka 
saya (Galla Lombo) yang berurusan sama Kecamatan dan diteruskan oleh Camat 




Kebijakan pengakuan hutan adat sendiri belum cukup untuk melestarikan dan 
menjaga hutan adat wilayah adat Ammatoa , Pemerintah kabupaten bulukumba harus 
menjamin dan melindungi masyarakat adat dari konflik agraria yang kelak 
timbul.Tugas pemerintah adalah sebagai penengah dan perunding dalam berbagai 
permasalahan yang terjadi antara pihak luar atau masyarakat luar dengan pihak 
pemerintah adat. Pengakuan masyarakat adat dan hak kelola kawasan hutan hukum 
adat, memang memungkinkan terjadinya kontradiksi nilai.Pemerintah kabupaten 
Bulukumba dan pemerintah wilayah adat perlu bersinergi bersama dalam penjagaan 
serta perlindungan wilayah adat terkhusus hutan adat yang wilayahnya sangat luas 
menjadikan kawasan ini rentan akan penyerobotan dan penebangan liar.  
Pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2015 ini sejalan dengan Putusan MK 
35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara kemudian 
memasukan dalam kategori hutan hak. Putusan MK tersebut berimplikasi pada 
keharusan bagi pemerintah untuk segera menyusun kebijakan di tingkat pusat 
mengenai hutan adat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk memberikan 
pengukuhan dan pengakuan atas eksistensi Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya. 
Selain itu Perda tersebut juga merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 
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41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan pemda untuk mengukuhkan 
keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya melalui peraturan daerah. Pasca 
penetapan perda dimaksud, Pemda Bulukumba pun telah mendorong kepada 
Pemerintah Pusat untuk menetapkan wilayah adat utamanya hutan negara untuk 
dikembalikan status dan pengelolaannya menjadi hutan adat sehingga Masyarakat 
Hukum Adat Ammatoa Kajang dapat mengakses dan mendayagunakan sekaligus 
merawat hutannya secara arif dan berkelanjutan sebagaimana yang telah disebutkan 
dalam Pasang ri Kajang.
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Dari uraian diatas dapat digarisbawahi bahwa dalam upaya mengawal dan 
melindungi tetap tegaknya eksistensi Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang 
sepatutnya diperlukan adanya niat baik dan ketulusan dari berbagai kalangan yang 
selama ini memiliki kepedulian akan tetap lestarinya nilai-nilai luhur Masyarakat 
Hukum Adat Ammatoa Kajang, tanpa disusupi oleh misi/kepentingan lain yang pada 
akhirnya justru mengancam eksistensi dan ketentraman Masyarakat Hukum Adat 
Ammatoa Kajang. Selain itu, perlu pula dipahami bahwa Pemkab Bulukumba yang 
telah sekian lama mengawal keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang 
bukan semata dilandasi untuk menjadikan komunitas adat ini sebagai obyek 
tontonan/wisata bagi para pelancong yang mengunjunginya ataupun menambah 
pendapatan daerah namun upaya tersebut didasari oleh pemahaman dan kesadaran 
dari pemerintah daerah untuk menjaga dan melindungi setiap warga masyarakat di 
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wilayahnya termasuk Masyarakat Ammatoa Kajang yang berada di tempat terpencil 
namun memiliki „permata kebijakan‟ yang sangat berguna bagi peradaban manusia 
dan lingkungan/alam ini. 
            Dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pemimpin komunitas, 
Ammatoa dibantu oleh majelis adat untuk mengurusi berbagai bidang. Petugas 
(harian) yang membantu Amma Toa disebut kolehai dengan tugas masing-masing 
sebagai berikut: 
1. Galla Pantama (timboro’na tanaya) bertugas sebagai hakim 
2. Galla Lombo bertugas dalam bidang pertanian 
3. Galla Malleleng bertugas dalam bidang perikanan 
4. Galla Puto bertugas sebagai juru bicara/Ammatoa 
5. Gala Anjuru bertugas mengatur tamu yang akan menghadap    
AmmaToa 
6. Galla Bantalang bertugas melindungi hutan di Bantalang 
7. Galla Sapa bertugas melindungi hutan di Sapayya dan menyiapkan 
bangunan untuk upacara adat. 
8. Galla Sangkala bertugas melindungi hutan di Sangkala 
9. Galla Ganta bertugas melindungi hutan di Ganta (hutan Bongo) 





11. Tu Toa Ganta bertugas bertugas pada bidang pertanahan ( di daerah 
Ganta). 
12. Anrong bertugas mengatur perlengkapan upacara “a’nganro”. 
13. Lompo Karaeng bertugas mengatur urutan “paccidongang” 
14. Lompo Ada’ bertugas mengatur urutan hidangan menurut kedudukan 
adat 
Para “pejabat” tersebut di atas dalam menjalankan tugasnya bertanggung 
jawab langsung kepada Amma Toa. Perlu diketahui bahwa jabatan tersebut di atas 
adalah jabatan menurut adat (manajemen tradisional) yang diatur oleh Amma Toa. 
Adapun hal-hal/urusan yang berkaitan dengan pemerintahan (formal) diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah daerah, secara formal mulai dari tingkat Kepala Desa, 
Camat dan seterusnya.  
Berikut ini penulis akan memberikan keterangan lebih lanjut dalam hal 
penyelesaian pelanggaran adat dan konflik di Tanah towa Kajang. 
4. Penyelesaian tingkat keluarga 
  Penyelesaian yang dilakukan ditingkat keluarga, dimana penyelesaian 
pelanggaran tersebut terjadi di lingkungan keluarga atau suku dan para pelanggar 
norma atau atau pelaku dan korbannya juga dalam satu keluarga, penyelesaian tingkat 
keluarga ini hanya di hadiri para keluarga saja. Mengenai tahap penyelesaian dalam 





a. Para keluarga pelaku atau korban melaporkan kejadian tersebut 
kepada orang yang dituakan atau yang paling dihormati dalam 
keluarga besar yang nantinya menjadi saksi dari penyelesaian masalah. 
b. Para keluarga pelaku dan korban duduk (berunding) untuk 
menyelesaikan masalah yang terjadi sampai terciptanya kata sepakat 
dan damai. 
Hasil dari musyawarah tersebut biasanya pihak korban dan pelaku berdamai 
secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara di desa Bonto Baji pada tanggal 3 
maret 2018 yaitu tamong.Ini disaksikan oleh orang yang dituakan dalam keluarga 
besar tersebut, agar tidak terjadi berat sebelah dalam penyelesaian pelanggaran adat 
ini, selain itu kedudukan seorang yang dituakan dalam keluarga tersebut dalam hal 
proses penyelesaian tingkat kekeluargaan ini hanyalah sebagai pihak yang 
mengetahui dan membantu penyelesaian pelanggaran tersebut. 
Penyelesaian tingkat keluarga ini sama dengan salah satu teori penyelesaian 
perselisihan atau sengketa yang dikemukakan oleh Andri Harijanto Hartiman, dalam 
bukunya Antropologi Hukum yaitu dengan cara negosiasi (Negotiation), Negosiasi 
adalah tradisi penyelesaian sengketa di mana kedua pihak yang bersengketa 
merupakan pengambil keputusan, dan penyelesaian sengketa disetujui oleh kedua 
belah pihak yang bersengketa tanpa adanya bantuan pihak ketiga. Dalam keadaan 
negosiasi ini maka kedua belah pihak yang bersengketa berusaha meyakinkan satu 
sama lain. Mereka tidak berusaha menyelesaikan sengketa berdasarkan peraturan 





berdua. Dengan demikian negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan 
antara dua pihak saja.
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5. Penyelesaian menurut aturan adat Pasang Ri  Kajang 
Pasang ri kajang menyimpan pesan-pesan leluhur, yakni penduduk Tanah 
Towa harus senang tiasa ingat kepada Tuhan, harus memupuk rasa kekeluargaan dan 
saling memuliakan. Mereka juga diajarkan untuk bertindak tegas, sabar, dan 
tawakkal. Pasang Ri Kajang juga mengajak untuk taat pada aturan, dan 
melaksanakan semua aturan itu sebaik-baiknya. Dapat dikatakan bahwa isi Pasang Ri 
Kajang ada kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia 
dengan makhluk lainnya (alam) dan hubungan manusia dengan penciptanya. Selain 
itu, isi Pasang Ri Kajang juga merupakan sebuah pesan-pesan moral atau kebijakan 
dan hakikat-hakikat kebenaran. 
Dengan didasari Pasang Ri Kajang, maka terbentuklah aturan-aturan adat 
yang berlaku dan harus dipatuhi. Karena itu, bagi yang melanggar aturan adat, diberi 
sanksi oleh pemimpin adat (Ammatoa). Namun sanksi-sanksi yang diberikan oleh 
Ammatoa memiliki takaran-takaran sanksi tersendiri. 
1. Setelah ada pelaporan atau usulan dari Pemangku Adat maka Ammatoa 
akan memanggil para pemangku adat untuk membicarakannya lebih 
dulu.  
                                                             
87





2. Setelah siap untuk dilaksanakan prosesi A’borong maka Galla Puto 
adalah orang yang harus membuka A’borong sekaligus menutup setelah 
pada tahap keputusan (Le’ba’).  
3. Setelah itu, orang-orang yang terkait dalam sengketa langsung 
didudukkan dan dimintai keterangan awal, jika sudah pernah 
diupayakan penyelesaiannya (oleh Labbiriyya atau Ada’) maka akan 
diminta keterangan bagaimana kronologis penyelesaian dan apa 
kendalanya, setelah jelas apa duduk perkara dan kendalanya barulah 
A‟borong memulai dengan melanjutkan hasil-hasil pembicaraan 
sebelumnya yang dilakukan oleh forum Labbiriyya ataupun Ada’. 
Tetapi jika forum A‟borong menjadi forum pertama penyelesaian maka 
akan diminta keterangan awal apa yang duduk perkara dan yang 
disengketakan sampai pada kesimpulan bahwa sengketa itu siap untuk 
dibahas untuk prosesi pembuktian.  
4. Prosesi pembuktian adalah prosesi yang dilaksanakan sangat teliti dan 
tegas. Semua orang-orang yang dianggap terlibat dalam sengketa 
seperti tergugat, penggugat, saksi-saksi, pihak ketiga, pihak keempat 
dan lainnya wajib untuk didudukkan disatu barisan tempat duduk yang 
sama dan dimintai keterangan yang jujur, jika ada keraguan didalamnya 
atau keterangan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa 
menurut forum sangat penting menjadi dasar keputusan maka 





melaksanakan ritual tambahan yaitu Tunra atau disumpah 
(Penjelasanlengkap tentang sumpah ini akan dibahas pada poin 
berbeda).  
5. Setelah prosesi pembuktian dan sumpah jika diperlukan telah 
dilaksanakan maka forum Ammatoa memberikan ancaman sanksi yang 
akan diterima, pada tahap ini kepada orang yang dianggap bersalah 
(Tergugat) dapat meminta keringan hukuman yang disebut 
kebijaksanaan Ammatoa sebagai “Angrappangngi Amma” seperti pada 
kasus film Liontin Tanah Terlarang yang didalamnya dimainkan dan 
menjadi narasumber oleh beberapa masyarakat Kajang yang 
memainkan secara keliru prosesi Adat Ganrang Tallua, hinggga sampai 
pada sanksi Poko’ Ba’bala, tetapi diberikan kebijaksanaan oleh 
Ammatoa untuk diringankan. Tetapi kebijaksanaan ini tergantung pada 
jenis pelanggaran apa yang ia buat, jika sudah terlalu penting dan 
menyangkut hajat hidup orang banyak seperti menebang pohon dihutan 
terlarang meskipun jumlahnya satu pohon kecil, mengambil ikan 
meskipun seekor, atau mengambil madu setetes atau mengeluarkan 
darah manusia ilalang embayya meskipun tidak membunuh sekalipun 
seseorang maka tidak ada kebijaksanaan Ammatoa yang diberikan 
karena pelanggaran ini melanggar aturan yang memang sangat dilarang 





6. Keputusan (Le’ba) Pada akhir A‟borong ini diputuskanlah keputusan 
dari sengketa yang dibahas apakah termasuk Cappa’ Ba’bala, Tangnga 
Ba’bala atau Poko’ Ba’bala, setelah Ammatoa memberikan salah satu 
dari ketiga sanksi maka putusan harus secepat mungkin dilaksanakan 
demi menghindari kekacauan dan keburukan yang akan menimpa 
wilayah adat yang disebut (manraki tau ta’bala). 
Ada beberapa isi Pasang yang menggambarkan aturan yang telah ditetapkan 
di Kawasan Adat Ammatoa, wawancara Ahmad Asbal kepala Desa Bonto Baji 
sebagai berikut: 
A, lemo sibatu, A,lemo dalam bahasa indonesia berarti jeruk yang bulat, 
sedangkansibatu berarti utuh/satu (tunggal). Sehingga A,lemosibatu dapat dikatakan 
sebagai sebuah tekad kebersamaan yang utuh untuk disatukan. A, bulo sipappa. A, 
bulo dalam bahasa indonesia berarti bagai pohon bambu sedangkan sipappa berarti 
sebatang. Sehingga A, bulo sipappa, berarti sifat yang harus dimiliki oleh setiap 
makhluk yang sempurna (manusia) harus seperti pohon bambu, kuat dan tegar 
bahkan diterpa angin sekalipun dan semakin tinggi semakin merunduk. Tallang 
sipahua. Tallang  dalam bahasa indonesia berarti tenggelam sedangkan sipahua, 
berarti kembali kedasar bersama. Jadi tallang si pahua, artinya pada saat nasib 
buruk menimpa maka kita harus kembali bersama menyatukan semangat, agar bisa 
hidup dengan ketentraman di alam yang penuh kedamaian.Manyu, siparampe. 
Manyu, dalam bahasa indonesia berarti hanyut atau terhanyut atau terlena, 
sedangkan manyu, siparampe berarti saling mengingatkan. Sehingga manyu, 
siparampe dapat diartikan bahwa pada saat kita terlena dengan suasana yang baru, 
yang tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan maka hendaknya kita saling intropeksi 
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Secara umum ada hal yang menjadi pokok aturan didalam adat Ammatoa 
yaitu di antaranya sebagai berikut: 
1) Melaksanakan perintah adat dan menjauhi hal-hal yang dilarang. 
2) Patuh dan taat pada aturan-aturan adat. 
3) Menghargai dan menghormati aturan adat. 
Pokok aturan tersebut merupakan landasan dalam menjalankan aturan-aturan 
adat di kawasan adat ammatoa yang berlaku untuk semua. Maksudnya, bahwa 
siapapun itu tanpa pandang bulu, tanpa melihat pangkat, derajat, harkat dan martabat 
seseorang, kalau melanggar aturan berarti harus dihukum sesuai dengan hukum adat 
yang berlaku. Ditekankan pula bahwa sesuatu yang sakral itu tidak boleh di 
pertanyakan “kenapa tidak boleh” karena sudah jadi ketentuan adat bagi orang yang 
membuat pelanggaran, akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Dan sebaliknya, jika 
menaati aturan adat maka orang tersebut dijuluki orang yang selamat. 
Dalam aturan adat, ada yang di sebut ma’ring (boleh dilakukan atau 
disampaikan ke orang lain) dan talama’ring (tidak boleh dilakukan dan tidak boleh 
disampaikan ke orang lain), kecuali orang yang ingin disampaikan tahu betul tentang 
aturan adat Kajang.. sehingga dapat dikatakan bahwa aturan-aturan adat yang tersirat 
dalam Pasang Ri Kajang tidak disampaiakan begitu saja kepada sembarang orang, 
termasuk bagi peneliti-peneliti, wisatawan, dan orang yang tidak punya hubungan 





Adapun hal-hal yang dilarang (talama’ring) untuk di lakukan di dalam 
kawasan adat salah satunya mengubah model rumah/tidak menanam tiang rumah, 
berikut wawancara bapak Bungko Bate mengatakan: 
Injo ri benteng/ri lalang kawasan bohe amma rie nikua tala ma’ring sala se’rena 
punna tala nihangngangi bentenna lalang ri benteng nasaba paggarring-garringangi 




Di benteng atau di dalam kawasan adat ammatoa banyak hal-hal yang dilarang 
contohnya tidak menanam tiang rumah di dalam kawasan adat ammatoa akan 
menimbulkan banyak penyakit terhadap, si pemilik rumah bahkan penyakit itu sendiri 




 Karena pada dasarnya rumah komunitas adat Ammatoa Kajang diibaratkan 
seperti tubuh manusia yang terdiri atas kaki (tiang), badan (tengah/badan rumah), 
kepala (atap), dan bagian badan (kale balla‟), bentuk rumah adat suku kajang sangat 
unik, bangunan rumah khas Selawesi-Selatan secara umum adalah rumah panggung. 
Tapi suku Kajang mempunyai keunikan bentuk rumah panggung tersendiri yaitu 
dapurnya terletak di depan menghadap jalan utama, ini melambangkan kesderhanaan 
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1) Pappasang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala sendi 
kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berhubungan dengan 
Tuhan (Turiek Arakna), manusia dan alam, dimana peranan ini tercermin 
dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sistem spritualitas yang dibuktikan 
adanya ritual yang diyakini seperti Tunu Passau dan Tunu Panrolik  
karena hukum adat Kajang sangat berbeda dengan hukum negara/hukum 
postif karna hukum adat kajang tidak memerlukan alat bukti atau barang 
bukti untuk membuktikan sipelaku pencurian maupun pelanggaran adat 
lainnya, cukup pelaku kemudian mengakui perbuatannya, kalau tidak 
mengakui perbuatannya maka akan di lakukan Tunu Passau dan Tunu 
Panrolik, dan sistem pengelolaan alam yang terbukti praktek tanam, 
Lembaga adat yang dipimpin oleh Ammatoa dan para pemangku adat 
sebagai pelaksanaan Hukum Adat dalam pappasang masih eksis dan 
efektif dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan. 
2) Keterlibatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik adalah 
sebagai penengah dan perunding dalam berbagai permasalahan yang 
terjadi dalam kawasan adat Ammatoa, Salah satu langkah kongkrit yang 





kebijakan/produk hukum yang diharapkan mampu tetap mengokohkan 
keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang beserta hak-hak 
yang dimilikinya sebagaimana kebijakan dimaksud adalah dengan 
mengajukan raperda kepada pihak DPRD Kab. Bulukumba untuk 
ditetapkan menjadi perda. 
B. Saran 
a) Ammatoa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi komunitas adat 
Kajang, dimana dalam melaksanakan tugasnya yang diamanahkan oleh 
TuRia’e Are’na, dibantu oleh sejumlah perangkat adat yang terdiri dari; 
Ada’limayya, Karaeng Tallua, Lombo ada, dan aparat adat lainnya. Agar 
struktur kepemimpinan kelembagaan adat kajang itu tetap eksis hingga saat 
ini, maka diharapkan kepada pihak pemerintah tidak terlalu banyak 
mengambil alih urusan dan kekuasaan adat, agar kepemimpinan Ammatoa 
tetap mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menentukan dan memberikan 
sanksi kepada pengikutnya. 
b) Ammatowa selaku pimpinan adat di kawasan adat Ammatoa Kecamatan 
Kajang Kabupaten Bulukumba dalam memutuskan perkara pelanggaran adat 
hendaklah berdasarkan Pasang dan mengutamakan pula hasil musyawarah 
pengadilan adat tanpa mengabaikan keadilan yang selama ini di anggap 
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